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Pajak merupakan kontribusi wajib bagi Negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang besifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penggunaan uang pajak mulai
dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.
Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa
aman bagi seluruh lapisan masayarakat. Tujuan penulis untuk mengetahui dan
memahami secara langsung mengenai Prosedur Pendaftaran Pendataan Dan
Penilaian atas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan PBB-P2 pada
Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Situbondo.

Penulis melaksanakan magang di Kantor tersebut untuk mencari data
sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) adalah Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang sesuai dengan
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 19
tahun 2011. PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan.

Prosedur Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian menggunakan sistem
pemungutan Official Assessment System, karena Negara (pemungut pajak) yang
berwenang menentukan besarnya pajak terutang, sehingga wajib pajak besifat
pasif dan utang yang timbul setelah diterbitkan surat ketetapan pajak atau surat
pemberitahuan pajak terutang.
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BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Untuk pelaksanaan pembangunan-pembangunan di Indonesia, roda
pemerintahan harus dapat berjalan dengan lancar dan diperlukan biaya yang
sangat besar. Salah satu cara untuk mendapatkan biaya tersebut diperoleh dari
segala sumber pendapatan yang ada di Indonesia. Dimana sumber pedapatan
terbesar yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk
membiayai pelaksanaan dan peningkatan pembangunan Nasional untuk
kepentingan bangsa Indonesia. “Pajak merupakan kontribusi wajib bagi Negara
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang besifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat”(Setyawan, 2009:1).

Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk
dilaksanakan. Penggunaan uang pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan
pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Uang pajak juga digunakan untuk
pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan
masyarakat. Pajak digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat
dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Dengan
demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat
penting dalam menunjang kesejahteraan dan pembiayaan pembangunan.
Penerimaan negara berasal dari penjualan hasil sumber daya alam, pembagian

keuntungan badan usaha milik negara dan pajak yang dibayarkan oleh rakyat.

Secara umum pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi
pajak pusat dan pajak daerah, pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh
pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh direktorat jendral
pajak departemen keuangan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang
dikelola oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupeten kota. Pajak

Negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang
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penyediaan fasilitas yang juga di nikmati oleh pemerintah pusat dan penerimaaan

daerah.

Pajak Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Situbondo memiliki potensi yang berbeda-beda. Dinas

Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Situbondo menetapkan target

penerimaan masing-masing jenis pajak berbeda sesuai dengan potensi yang

dimilikinya. Adapun target dan realisasinya penerimaan pajak daerah Kabupaten
Situbondo pada Tahun 2014 adalah sebagai berkut:

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas

Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Situbondo

No Jenis Target Realisasi Prosentase
Pendapatan (Rp) (Rp) %
1 Pajak Hotel 376.660.000,00 424.235.478,10 112,63
2 Pajak Restoran 924.334.000,00 1.111.477.692,80 120,25
3 Pajak Hiburan 36.860.000,00 42.102.850,00 114,22
il Pajak Reklame 875.000.000,00 962.571.611,76 110,01
5 Pajak Penerangan Jalan 10.500.000.000,00 3.477.069.031,00 128,35
6 Pajak Parkir 12.000.000,00 14.484.000,00 120,70
7 Pajak Air Tanah 1.000.000.000,00 1.490.673.537,92 149,07
8 Pajak Mineral Bukan Logam 320.000.000,00 433.436.856,89 135,45
dan Batuan
9 Pajak PBB perdesaan dan 4.000.000.000,00 4.118.368.640,00 102,96
Perkotaan
10 Pajak Bea Perolehan Hak 1.850.000,000,00 2.212.958.696,00 119,62
Atas Tanah dan Bangunan
Jumlah 19.894.854.000,00 14.287.378.394,47 1213,26

Sumber Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Situbondo, 2015
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Berdasarkan tabel target dan realisasi pajak daerah tersebut, Pajak Bumi
dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, merupakan pajak dengan target dan
realisasi paling tinngi di banding dengan pajak daerah lainnya yang berada di
Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Situbondo, yaitu sebesar
Rp 4.000.000.000 dan penerimaan realisasi sebanyak Rp 4.118.368.640,00. Akan
tetapi Pajak Bumi dan Bangunan memiliki prosentase 102,96% lebih rendah di
banding pajak lainnya. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Situbondo merupakan Dinas penggabungan antara Dinas Pendapatan Daerah dan
Dinas Keuangan yang memiliki tugas menangani seluruh pendapatan daerah yang
bersumber dari pajak daeah dan retribusi daerah.

Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah merupakan implementasi atas lahirnya otonomi
daerah yang diselenggarakan di Indonesia. Pajak daerah sebagai salah satu
sumber Pendapatan Asli Daerah, merupakan sumber keuangan riil bagi
pemerintan  daerah. Suatu daerah mempunyai hak untuk mengatur,
mendapatkan, dan memelihara aspek sumber Pendapatan Asli Daerahnya yang
hasilnya dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri. Penerapan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 telah mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan
Bangunan khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang awalnya merupakan
pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan
otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang ada. Hasil dari pengelolaan
pajak tersebut masuk ke kas daerah setempat, sehingga memungkinkan daerah

untuk membiayai atau melaksanakan kewenangan yang dimilikinya.

Pengalihan Pengelolaan pajak yang ini tidak serta merta meninggalkan
beban bagi pemerintah daerah karena pengalihan ini tidak hanya mengalihkan
tugas dalam menangani PBB-P2 apalagi pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang (SPPT), yang juga akan menjadi kewenangan daerah untuk
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menerbitkan, termasuk melakukan pembenahan kesalahan SPPT, seperti salah
dalam penulisan nama, letak, dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Pendaftaran pada dasarnya dilakukan untuk menghimpun informasi terkait
objek serta subjek pajak PBB-P2. Dalam proses pendaftaran dilakukan dengan
mengisi formulir tertentu yaitu SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) secara
lengkap dan menyerahkan kembali kepada petugas pelayaann DPPKAD. Namun
yang terjadi dilapangan masih banyak wajib pajak yang belum melakukan
pendaftaran kepada DPKAD hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah
satunya adalah kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melakukan

pendaftaran.

Pendataan bagi wajib pajak dan objek pajak perlu dilakukan guna
meningkatkan potensi pajak bumi dan bangunan dengan membandingkan luas
tanah tahun lalu dan tahun sekarang , karena sering terjadi kesalahan cetak doble,
alih fungsi tanah yang pada awalnya tanah tersebut dimanfaatkan sebagai tanah
yang diwakafkan dan sekolah, tetapi telah digunakan sebagai rumah pribadi dan
masih tetap menggunakan nama serta Nomor Objek Pajak (NOP) yang sama
sehingga tidak membayar pajak bumi dan bangunan.

Kriteria kelas objek pajak, blok adalah zona geografis yang terdiri dari
sekelompok objek pajak yang dibatasi oleh batas alam dan/atau buatan manusia
yang bersifat permanen tetap seperti jalan, selokan, sungai dan sebagainya untuk
kepentingan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam satu wilayah
administrasi pemerintahan desa/kelurahan.

Berdarkan hal tersebut di atas, penulis ingin membahas bagaimana proses
Pendaftaran Pendataan Dan Penilaian atas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan
dan perkotaan. Maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengambil
judul “Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Dan Penilaian Objek “Pajak Bumi
dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan” (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Situbondo”
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peran Pajak Daerah khususnya Pajak
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat menunjang
Pendapatan Asli Daerah ( PAD) guna melaksanakan penyelenggaraan pemerintah
dan pembangunan di daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang ingin dikemukakan
adalah Bagaimana Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Dan Penilaian Objek “Pajak
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan” PBB-P2 pada Dinas Pendapatan

Pengelola Keuangan dan Aset Derah Situbondo.

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai Prosedur
Pendaftaran, Pendataan, Dan Penilaian Objek “Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan” PBB-P2 pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Situbondo.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata
a. Bagi Mahasiswa
1) Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program
studi diploma 1II.
2) Memperoleh pengalaman praktis dan mengenal dunia kerja yang
sebenarnya.
3) Melatih diri agar lebih peka dan tanggap menghadapi kondisi berbeda
antara teori dibangku kuliah dengan kenyataan dilapangan.
4) Dapat mengetahui kemampuan pribadi atau ilmu pengetahuan yang
dimiliki.
5) Sebagai aplikasi ilmu yang telah diperoleh, khususnya di bidang

perpajakan.
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b. Bagi Universitas Jember
1) Sebagai unsur tambahan untuk menambah wawasan mahasiswa.
2) Sebagai pengenalan antara mahasiswa dan instransi dalam peningkatan
kreatifitas pribadi.
3) Mempererat hubungan antara Universitas dengan instansi.
c. Bagi Instansi
1) Merupakan sarana untuk menjembatani antara instansi dengan lembaga
pendidikan Universitas Jember untuk bekerja sama lebih lanjut yang
besifat akademis maupun organisasi.

2) Membantu membentuk jiwa kerja yang unggul.
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar hukum

yaitu:
a.

Dasar hukum yang mendasari pembahasan laporan Praktek Kerja Nyata

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang peraturan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 33 Tahun 2014 tentang uraian Tugas
dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Situbondo.

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Serta Pemeliharaan dan
Pemutahiran Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak
(SISMIOP).

2.2 Pengertian prosedur

Menurut Mulyadi (1993: 6) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal,

biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang

dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang

terjadi berulang-ulang.

2.3 Definisi atau pengertian pajak

23.1

Pengertian Pajak

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu

sendiri, menurut Rochmat Soemitro dan Djajadiningrat dalam bukunya Setu
Setyawan (2009:2)
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Menurut Rochmat Soemitro

“pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari
sektor partikelir ke kantor pemerintah) dengan tidak mendapat jasa timbal
balik (tegen prestate) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan

membiayai pengeluaran umum?”

Menurut Djajadiningrat

“Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan
ke kas Negara disebabkan suatu keaadaan, kejadian dan perbuatan yang
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagi hukuman, menurut
peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak
ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara

kesejahteraan umum”

Dari dua definisi diatas dapat disimpulkan.

a.

2.3.2

Pajak merupakan iuran rakyat yang dibayarkan kepada Negara
berdasarkan perbuatan, peristiwa dan kejadian

Pembayaran pajak tidak mendapat jasa timbal balik (tegen prestate) secara
langsung dari Negara

Perolehan pajak untuk mengisi kas Negar dan digunakan ubtuk membiayai
pengeluaran rutin dan sisanya untuk pengeluaran pembangunan dan

cadangan (saving public)

. Pajak dapat dipaksakan melalui Undang-Undang dan Peraturan

Pemerintah
Pajak juga dapat digunakan sebagai alat regulasi moneter dan budget
Negara.

Fungsi Pajak
Menurut Meliala (2007:17) fungsi pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Fungsi Budgetair


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Fungsi budgetair adalah fungsi yang letaknnya di sektor masyarakat dan
pajak-pajak ini merupakan suatu alat (sumber) untuk memasukkan uang ke kas
negara sebanyak-banyaknya yang nantinya akan dipergunakan untuk membiayai
pengeluaran-pengeluan negara.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Fungsi mengatur(regulerend) adalah melalui undang-undang pajak
digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar
bidang keuangan, seperti bidang ekonomi, sosial, dan lain sebagainya, sesuai

dengan kebijakan pemerintah.

2.3.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Setyawan (2009:9-10) sistem pemungutan pajak yang digunakan
oleh Negara yaitu:
a. Officiel Assessment System

Sistem ini memberikan wewenang kepada negara (pemungut pajak) untuk
melakukan perhitungan pajak yang terutang oleh rakyat. Dalam sistim ini rakyat
bersifat pasif, besarnya beban pajak yang harus dibayar oleh rakyat menunggu
surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Negara. Sistim ini digunakan oleh
Indonesia pada Pajak Bumi dan Bangunan, pajak (PBB)
b. Self Assessment System

Dalam sistim ini wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung,
membayar dan melaporkan pajak yang terutang atau yang harus dibayar, dalam
hal ini rakyat dituntut aktif memahami dan mengerti sistim pelaksanaan undang-
undang perpajakan. Negara hanya bertindak sebagai pengawas atas pelaksanaan
Undang-undang Uajak [sic]. Sistem ini digunakan di Indonesia pada Pajak
Penghasilan.
c. Withholding System

Sistim ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga (lembaga pemungut
pajak) untuk menghitung, menetapkan dan memungut besarnya pajak dari Rakyat.
Pemerintah menyiapkan undang-undang perpajakannya dan rakyat bertindak pasif

menunggu hasil perhitungan besarnya pajak yang akan dibayar. Sistim ini
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digunakan oleh Indonesia pada Pajak Pertambahan nilai dan Pajak Penjualan
Barang Mewah.

2.3.4 Dasar-Dasar Teori Pemungutan Pajak

Menurut Meliala (2007:9-10) ada beberapa teori yang menjadi dasar bagi
negara untuk memungut pajak, yaitu:
a. Teori Asuransi
Teori ini mengatakan bahwa pajak diibaratkan sebagi suatu premi asuransi
yang harus dibayar oleh setiap orang (warga negara), karena warga negara tesebut
telah mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah yaitu
keselamatan jiwa dan bendanya. Dengan perkataan lain karena negara melindungi
rakyat, maka rakyat harus membayar premi kepada negara dalam bentuk pajak
(hampir sama dengan perusahaan asuransi).
b. Teori Kepentingan
Menurut teori ini, yang harus membaya pajak adalah orang yang
berkepentingan, dan besanya pajak yang dibayar sesuai dengan besarnya
kepentingan Wajib pajak yang dilindungi.
c. Teori Gaya Pikul
Teori gaya pikul atau teori daya pikul mengajarkan bahwa pajak harus
dibayar menuut gaya pikul atau kemampuan seseorang. Untuk mengukur gaya
pikul seseorang dapat digunakan antara lain berdasarkan jumlah penghasilan,
kekayaan, belanja atau pengeluran dan jumlah keluarga yang menjadi tanggungan.
d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak
Teori kewajiban pajak mutlak atau teori wajib bayar mutlak disebut juga teori
bakti. Teori ini berdasarkan atas paham organisasi negara (Organische Staatleer)
yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk
menyelenggarakan kepentingan umum.
e. Teori Asas Gaya Beli
Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaan kepentingan masyarakat dapat
dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu

dan juga kepentingan negara melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi
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kedua-duanya. Jadi dapat dikemukakan bahwa teori ini menitik beratkan
ajarannya kepada fungsi mengatur.

2.3.5 Asas Pengenaan/Pemungutan Pajak
Menurut Meliala (2007:11) kebiajakan pemerintah menerapkan tiga

macam asas yaitu:
a. Asas Domisili

Maksudnya apabila pemerintah hendak melaksanakan pemungutan pajak
berdasarkan azaz ini, maka yang menjadi dasar pemungutannya adalah tepat
tinggal wajib pajak (domisili) dengan tidak memandang dimana pendaptan ini
berasal, apakah dari dalm atau dari luar negari.
b. Asas Kebangsaan

Pajak yang berdasarkan azaz kebangsaan adalah pajak yang dikenakan suatu
negara pada orang-orang yang mempunyai kebangsaan dari negara tersebut,
dengan tidak mempeduliakan di mana wajib pajak itu bertempat tinggal (yang
dilihat adalah kebangsaan wajib pajak)
c. Asas Sumber

Menurut azaz sumber cara pemungutan pajaknya adalah dengan melihat
objek pajak tersebut bersumber darimana, jadi apabila di suatu negara terdapat
sumber-sumber pendaptan, maka negara tersebutlah yang berhak memungut

pajaknya dengan tidak menghiraukan tempat di mana Wajib Pajak itu berada.

2.3.6 Asas pelaksanaan pemungutan pajak
Menurut Pudyatmoko (2008:42-44) asas pelaksanaan yang ada di
Indonesia, yaitu:
a. Asas Yuridis
Menurut asas ini hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang
perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun
warganya. Oleh karena itu, mengenai pajak di negara hukum, segala sesuatunya

harus ditetapkan dalam undang-undang. Dengan kata lain, hukum pajak harus
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dapat memberikan jaminan hukum bagi tercapainya keadilan, dan jaminan ini
diberikan kepada pihak-pihak yang tersangkut di dalam pemungut pajak, yakni
fiscus dan wajib pajak.
b. Asas Ekonomis

Dalam hal ini perlu diingat bahwa pajak di samping mempunyai fungsi
budgeter juga mempunyai fungsi mengatur. Apabila pemungutan pajak kepada
masyarakat hanya ditekankan semata-mata pada fungsi budgeter, dengan
menekankan jumlah yang optimal tanpa memperhatikan keadaan masyarakat, sisi
keadilan dan kesanggupan masyarakat, tentu hal tersebut akan sangat
memberatkan masyarakat.
c. Asas Finansial

Fungsi pajak yang terpenting adalah fungsi budgeter yakni memasukkan uang
sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Sehubung dengan itu, agar hasil
pemungutan pajak besar maka biaya pemungutannya harus sekecil-kecilnya.
Untuk itu, pemerintah harus memperhitungkan efisiensi pengeluaran untuk
penetapan pajak, pemungutan pajak, pelaporan pajak, juru pungut, dan
sebagainya. Sedapat mungkin biaya yang dikeluarkan itu ditekan. Atau, kalau
memang riil tidak menguntungkan, sebaiknya tak perlu dailakukan pemungutan.

2.3.7 Cara Memungut Pajak
Menurut setyawan (2009:8-9) memungut pajak ada 3 cara, yaitu:

a. Stetsel Nyata

Metode penghitungan dan besarnya pajak yang harus dibayar oleh rakyat
didasarkan pada objek pajak (penghasilan) yang sesungguhnya (nyata) diperoleh
selam satu tahun, besarnya pajak yang akan dibayar oleh rakyat ditentukan dan
dibayar pada akhir tahun pajak.
b. Stetsel Anggapan

Prosedur prnghitungan dan memungut pajak dilakukan oleh Negara pada

awal tahun berdasarkan anggapan atau pemikiran penghasilan tahun sebelumnya.
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c. Stetsel Campuran

Cara ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stesel anggapan,

prosedus perhitungan dan pemungutan pajak ditentukan di awal tahun

berdasarkan kemampuan pajak yang dibayar tahun sebelumnya. Kemudian pada

akhir

tahun dihitung dan ditentukan pajak yang sebenarnya berdasrkan

penghasilan riil yang diperoleh selama setahun. Apabila terjadi perbedaan jumlah

pajak yang telah dibayar dangan [sic] yang sesungguhnya, maka rakyat tinggal

melihat perbedaan itu lebih bayar atau kurang bayar.

2.3.8

Pembagian Jenis Pajak

Menurut Meliala (2007: 20-21) ada tiga pengelompokan pajak, yakni:

a. Pajak Menurut Golongan

1) Pajak Langsung adalah pajak yang langusng dibayar atau dipikul oleh

2)

Wajib pajak, dan pajak ini langsung dipungut oleh pemerintahdari wajib
pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang hanya dipungut kalau ada pada
suatu ketika terdapat peistiwa atau pebuatan seprti pergerakan barng tidak
bergerak, pembuatan akta dan lain-lain, dan pajak ini tidak
mempergunakan surat ketetapan pajak, atau dapat dialihkan pada orang
lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

b. Pajak Berdasarkan Wewenang Yang Memungut

1)

2)

Pajak Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada di tangan
pemerintah pusat.

Contoh : Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pengahsilan, Pajak
Pertambahan Nilai, Bea Materai.

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada
pemerintah daerah.

Contoh :Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame.
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c. Pajak Berdasarkan Sifatnya

1) Pajak Subyektif atau pajak bersifat perseorangan adalah pajak yang dalam
pengenaanya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak.
Misalnya : pajak penghasilan Orang Pribadi.

2) Pajak Obyektif adalah pajak yang dalam pengenaanya hanya
memperhatikan sifat obyek pajaknya saja. Tidak memperhatikan keadaan
Wajib Pajak.

Misalnya : Bea Materai, PPN, Pajak Perseroan, PPh Badan.

2.4 Pajak Daerah
2.4.1 Pengertian Pajak Daerah
Beberapa pengertian pajak daerah atau istilah yang terkait dengan Pajak

Daerah menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 antara lain:

a. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan  mengurus urusan pemerintahan dan  kepentingan
masyarakat ~ setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

c. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

d. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
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usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik
daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.

e. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
dikenakan Pajak.

f. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

g. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi
kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya.

h. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi
harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk

periode Tahun Pajak tersebut.

2.4.2 Jenis Pajak Daerah
Menurut setyawan(2009:287-290) pajak dibedakan dalam dua tingkatan,
yaitu:
a. Jenis pajak daerah Tingkat 1terdiri dari:
1) Pajak Kendaraan Bermotor;

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
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3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
b. Jenis Pajak Daerah Tingkat Il terdiri dari:
1) Pajak Hotel dan Restoran;
2) Pajak Hiburan;
3) Pajak Reklame;
4) Pajak Penerangan Jalan;
5) Pajak Pengambilan dan Pengelolahan Bahan Galian Golongan C;
6) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
7) Pajak Parkir.

2.5 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
2.5.1 Pengertian dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 (2009:41) Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi
atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi  adalah  permukaan bumi
yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap

pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang
pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai,

dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

2.5.2 Objek dan Sujek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan
Menurut Isnanto (2013:5) objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai

berikut:

a. Objek dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi adalah permukaan

bumi(tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut
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wilayah Indonesia, Seperti sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan,
tambang. Sedangkan Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau
diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Misal rumah tempat
tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar
mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan
tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai.

b. Subjek dari Pajak bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang
dapat dikenakan pajak. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha
milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi
koperassi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, oganisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lebaga dan bentuk
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
(Isnanto, 2013:9).

2.5.3 Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB)
Menurut Isnanto (2013:11) dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bngunan
adalah sebagai berikut:
a. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP)
b. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri
Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai

dengan perkembangan daerahnya.

2.5.4 Dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang
ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya
100% (seratus persen) dari nilai jual obyek pajak. Besarnya NJKP adalah sebagai
berikut;
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Objek pajak pekebunan adalah 40%
Objek pajak kehutanan adalah 40%
Objek pajak pertambangan adalah 20%

I

o

d. Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan):
1) Apabila NJOP-nya >Rp. 1.000.000.000,00 adalah 40%
2) Apabila NJOP-nya <Rp. 1.000.000.000,00 adalah 20%

2.5.5 Wilayah Pemungutan, Masa dan, Saat Pajak Terutang PBB-P2
Menurut Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2011 Wilayah
Pemungutan, Masa dan Saat Pajak Terutang PBB-P2.
a. Wilayah pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dipungut
diwilayah Kabupaten Situbondo dimana tempat Bumi dan Bangunan
Peredesaan dan Perkotaan berlokasi.
b. Masa dan Saat pajak terutang
1) Tahun Pajak adalah jangkawaktu 1 (satu) tahun kalender.
2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan
objek pajak pada tanggal 1 januari.
3) Masa pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31

Desember pada Tahun berkenaan.

2.5.6 Pendaftaran

Pendaftaran adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun informasi
secara komprehensif terkait objek dan subjek PBB-P2 dengan cara mengisi
formulir isian tertentu. Pendaftaran objek PBB dilakukan oleh subjek pajak
dengan cara mengambil dan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Obyek Pajak
(SPOP) secara Jelas, Benar Lengkap dan Tepat Waktu serta ditandatangani dan
dikembalikan ke DPPKAD

Persyaratan subjektif pada PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan

yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas
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bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas
bangunan. Persyaratan objektif pada PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan
yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan,

dan pertambangan.

2.5.7 Pendataan

Pendataan adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh,
mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek PBB-P2
sebagai salah satu bahan yang digunakan dalam menetapkan besarnya PBB-
P2 terutang

Menurut Peraturan Daerah Situbondo Nomor 19 Tahun 2011 Pendataan
PBB-P2, yaitu:
a. Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak

(SPOP).

b. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) harus diisi dengan jelas,

benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati

yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat lambatnya

30(tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan

Objek Pajak (SPOP) oleh Subjek Pajak. Berdasarkan SPOP, Bupati

menerbitkan SPPT. Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-

hal sebagai berikut:

1) Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tidak disampaikan dan setelah
Wajib  Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran;

2) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah
pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung
berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang disampaikan
oleh Wajib Pajak.
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2.5.8 Penilaian PBB
Penilaian objek PBB-P2 adalah kegiatan guna menentukan nilai
ekonomis atas suatu properti pada saat tertentu atau NJOP yang akan dijadikan
dasar pengenaan pajak, dengan menggunakan pendekatan data pasar,
pendekatan biaya, dan pendekatan kapitalisasi pendapatan dalam bentuk
pendapat tertulis
Menurut peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2014. Penilaian Pajak
Bumi dan Bangunan adalah rangkaian kegiatan untuk menentukan Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP) yang akan dijadikan dasar sebagai pengenaan pajak dengan
menggunakan pendekatan data pasar, pendekatan biaya dan pendekatan

pendapatan.
Zona nilai tanah

Zona nilai tanah menurut peraturan bupati situbondo nomor 19 tahun 2014
adalah Zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai
satu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek
pajak dalam suatu satuan wilayah administrasi pemerintah desa/kelurahan tanpa

terikat pada batas blok.

Menurut Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2011 Pemungutan
PBB-P2, yaitu:
a. Pemungutan Pajak dilarang diborongkan
b. Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan (Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD).

Prosedur Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian menggunakan sistem
pemungutan Official Assessment System karena fiskus yang berwenang
menentukan besarnya pajak terutang, sehingga wajib pajak besifat pasif dan
utang yang timbul setelah diterbitkan surat ketetapan pajak atau surat

pemberitahuan pajak terutang.
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BAB 3 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Situbondo.

Dengan berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan UUD No.12 Tahun 2008 tentang perubahan
kedua atas UUD No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta guna
pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah, maka dibentuklah suatu dinas
pemerintahan di daerah tersebut. Sesuai dengan dengan pemerintah daerah yang
mana pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki kewenangan yang luas, nyata
dan bertanggung jawab untuk melakukan penataan kelembagaan perangkat
daerah. Oleh sebab itu dibentuklah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Situbondo oleh pemerintah daerah Kabupaten Situbondo.

Pada awalnya Dinas Pengelolaan Daerah disebut Dinas Pendapatan
Daerah kemudian bergabung dengan Dinas Keuangan dan menjadi Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah dengan bergabungnya Dinas Pendapatan dan
Dinas Keuangan. Sejak itu maka disebut Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Situbondo, tersebut kinerja
pemerintah daerah tidak akan sulit menjalankan tugasnya.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Situbondo sebagai salah satu perangkat pemerintah daerah dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja perangkat
kabupaten situbondo,dinas daerah kabupaten situbondo. Maka diperlukan
kewenagan yang luas dan bertanggung jawab dalam menggali sumber pendapatan
daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Situbondo dalam menangani seluruh pendapatan daerah

yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

21
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3.1.1 Kedudukan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Situbondo

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Situbondo merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Dinas Pendapatan, pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Seketaris Daerah.

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam
melaksanakan tugasnya di bidang teknis administrasi di bina dan

dikordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

3.1.2 Tugas pokok Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Situbondo

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai

tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewnangan di bidang pendapatan,

pengelola keuangan dan aset daerah.

3.1.3 Fungsi Dinas Pendapatan Pengelola, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Situbondo

a.

Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelola keuangan dan
aset adaerah;

Penyusun program di bidang pendapatan, pengelola keuangan dan aset
daerah;

Penyusun dan pelaksanaan kebijakan pengelola APBD;

Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapka dengan
Peraturan Daerah;

Penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban

pelaksanaan APBD;
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f. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Perkotaan atau Pedesaan;

Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;

h. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

I. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana;

j.  Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan,
pengelola keuangan dan aset daerah;

k. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Pendapatan,
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

I.  Pengelola urusan ketatausahaan;

m. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

n. Pelaksanaan tugas kedinasannlain yang diberikan oleh Bupati.

3.2 Visi dan Misi DPPKAD Situbondo.
3.2.1 Visi Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Situbondo.

Visi merupakan gambaran rencana mengenai masa depan yang mana
menjelaskan tentang tujuan atau komitmen tanpa ada rasa keterpaksaan yang
diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan
sehingga tercipta efektif dan efisien serta didukung oleh partisipasi aktif

masyarakat.

Berikut ini adalah visi kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Situbondo, yaitu *“ Menjadi Pengelola
Keuangan dan Kekayaan Daerah Yang Dipercaya dan Dibanggakan Menuju

Masyarakat Situbondo Yang Beriman, Berkesejahteraan dan Berkeadilan ”
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3.2.2 Misi Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Situbondo.

Misi adalah suatu pelaksanakan yang harus dilakukan oleh Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo yang
sesuai dengan visi yang telah direncanakan dan ditetapakan oleh Pemerintah

Kabupaten Situbondo yang akan dilaksanakan dengan baik.

Berikut misi dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Situbondo, yaitu:

a. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengoptimalkan sumber
pendapatan asli daerah;

b. Mengelola keuangan daerah secara transparan, tidak boros, kebutuhan, anggaran
berdasarkan kinerja (Performance Budget) serta mengalokasikan keuangan secara
tepat sesuai arah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Situbondo
sehingga dapat memberikn nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi kepentingan
masyarakat;

c. Mengelola dan menatausahakan barang milik/ atau kekayaan daerah (Aset
Daerah) untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna;

d. Meningkatkan kemampuan kinerja aparatur melalui peningkatan SDM.
3.3 Struktur Organisasi Kantor DPPKAD Kabupaten Situbondo.

Struktur Organisasi merupakan suatu kerangka kerja yang menunjukan
segenap fungsi serta berbagai wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai

suatu organisasi yang baik, strukutur organisasi bagi instansi mutlak diperlukan.

Stukrur Organisasi dikatakan dapat berjalan baik atau efektif apabila didalam
organisasi tersebut didorong suatu tujuan yang jelas, pembagian tugas, delegasi

kekuasaan, dan koordinasi yang baik antar tenaga kerja satu dan yang lainnya.
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Hal-hal itu dibentuk untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kekuasaan
dan tanggung jawab. Pada dasarnya dalam struktur organisasi dapat kita peroleh

gambaran tentang:

a. Besarnya organisasi termasuk pembagian isinya dalam satuan-satuan
organisasi. Maksudnya adalah setiap bidang bertanggung jawab atas tugas
yang diberikan kepada setiap bidang tersebut.

b. Cabang-cabang perusahaan dan tanggung jawab dari puncak pimpinan
sampai kebawah begitupun sebaliknya serta hubungan — hubungan yang ada
antara satuan- satuan organisasi tersebut dan bila perlu berikut nama jabatan,

tingkat pangkatnya.

Struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo adalah struktur organisasi garis.
Struktur ini disajikan dalam bentuk pemberian tugas dan wewenang masing-
masing bagian. Struktur organisasi digambarkan dalam bentuk pyramid dimana
kekuasaan tertinggi di pegang oleh pimpinan atau kepala Dinas

Adapun struktur organisasi Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Situbondo dapat digambarkan sebagai
berikut;
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STRUKTUR ORGANISASI

Dinas pendapatan pengelola keuangan dan aset daerah

Kabupaten Situbondo

KEPALA DINAS |

\—-{ SEKRETARIAT |

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM KEUANGAN PERENCANAAN,
EVALUASI &
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah situbondo

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Situbondo,

Tahun 2015


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

27

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

terdiri dari :
a. Kepala Dinas.
b.  Sekretariat, membawahi :

1) Sub Bagian Umum;

2) Sub Bagian Keuangan; dan

3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Bidang Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya, membawabhi :
1) Seksi Pendataan Pajak dan Pendapatan Daerah Lain ;

2) Seksi Penetapan Keberatan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya ; dan
3) Seksi Penagihan Pelaporan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya.
Bidang PBB-P2 dan BPHTB, membawahi :

1) Seksi Pendataan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB ;

2) Seksi Penetapan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB ; dan

3) Seksi Penagihan dan Pelaporan PBB-P2 dan BPHTB.
Bidang Aset Daerah, membawahi :

1) Seksi Analisa dan Kebutuhan ;

2) Seksi Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan ; dan
3) Seksi Inventarisasi dan Pengapusan.

Bidang Anggaran, membawabhi :

1) Seksi Penyusunan Anggaran;

2) Seksi Belanja Hiba Bansos dan Bantuan Keuangan ; dan
3) Seksi Pembiayaan dan Pembinaan Administrasi Keuangan.
Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, membawabhi :

1) Seksi Perbendaharaan;

2) Seksi Belanja Pegawai dan Dana Transfer ; dan

3) Seksi Akuntansi.
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h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

I. Kelompok Jabatan Fungsional.

3.3.1 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah terdiri dari :
a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan
pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengelolaan Keuangan

Daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
pengkoordinasian,  penyusunan  program  dan  pelaksanaan  evaluasi
penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan

administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.

Adapun fungsi Sekretariat meliputi:

1) Pelaksanaan tata usaha kantor, pelengkapan, urusan rumah tangga dinas,
dan administrasi di lingkungan Dinas;

2) Penyusunan rencana kegiatan tahunan SKPD/SKPKD;

3) Pengkordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas
bidang secara terpadu;

4) Penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;

5) Pelakasanaan urusan keuangan;

6) Pelaksanaan urusan umum;

7) Pelaksanaan urusan kepegawaian;

8) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

9) Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala Dinas; dan

10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
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Sekretariat tersebut terdiri dari;
a)  Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan tata usaha umum, Sub
Bagian Umum menyelenggarakan funsi sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;

(2) Pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang termasuk benda berharga
dan perbekalan;

(3) Pelaksanaan urusan surat-menyurat;

(4) Pencatatan dan pelaporan barang inventaris;

(5) Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dinas;

(6) Pembuatan laporan inventarisasi barang(aset) Dinas;

(7) Penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi
pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut
Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut
kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai,
pengangkatan dan pemberhentian pegawai;

(8) Penyelenggaraan kesejahteraan pegawais;;

(9) Penyusunan laporan kepegawaian;

(10) Pelaksanaan ketatausahaan;

(11) Pelaporan hasil pelaksanaan tugaasnya kepada Sekretaris; dan

(12) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi
keuangan Dinas, adapun fungsinya:
(1) Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
(2) Pelaksanaan pembayaran gaji pegawai,
(3) Penyusunan laporan keuangan SKPKD;
(4) Penyusunan laporan realisasi semesteran;
(5) Pelaksanaan ketatausahaan;
(6) Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
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(7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang dibeikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas
perencanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan. Adapun fungsinya yaitu:

(1) Penyusunan Rencana Strategi Dinas dibidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah;

(2) Pelaksanaan verifikasi internal usulan perencanaan program dan
kegiatan;

(3) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas;

(4) Penyusunan RKA dan DPA SKPD;

(5) Penyusnan LAKIP Dinas;

(6) Penyusunan RKBU dan RKPBU Dinas;

(7) Penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas;

(8) Penyusunan rencana umum pengadaan barang dan jasa;

(9) Penyusunan laporan kegiatan pengadaaan barang/jasa;

(10) Pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan dians;

(11) Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis dalam rangka peningkatan
sumber daya manusia diinternal dinas;

(12) Penyiapan penetapan PPTK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
Pejabat Pengadaan Barang, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
(PPHP);

(13) Penyelenggaraan sistem pengendalia intern dinas;

(14) Pelaksanaan budaya kerja dinas;

(15) Pelaksanaan ketatausahaan;

(16) Pelaporan hadil pelaksaan tugasnya kepada Sekretaris; dan

(17) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretris

sesusin dengan tugas dan fungsinya.
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c. Bidang pajak dan pendapatan daerah lain

Bidang pajak dan pendapatan daerah laian mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas pendapatan, Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah di bidang Pendapatan Pajak Daerah selain PBB-P2 dan BPHTB.
Adapun fungsi bidang ini meliputi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

Perumusan kebijakan pengelola pendapatan pajak selain PBB-P2 dan
BPHTB dan pendapatan daerah lainnya;

Pelaksanaan pendataan, penetapan, penagihan, pembinaan, pengendalian
dan pengevaluasian administrasi pajak daerah selain PBB-P2 dan BPHTB
serta pendapatn daerah lainny;

Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat
Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD);

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan
Retribusi Daerah (SKRD);

Pelayanan pengaduan kebeatan pajak daerah dan pendapatan daerah selain
PBB-P2 dan BPHTB, retribusi daerah;

Pelaksanaan penagihan dengan surat peingatan, surat teguran serta surat
tagihan paksa;

Penyusunan pelaporan pendapatan daerah selain PBB-P2 dan BPHTB;
Penyusunan laporan pendapatann daearah;

Penyusunan laporan piutang pendapatan daerah selain PBB-P2 dan
BPHTB, retribusi daerah;

10) Penyusunan usulan pengahpusan piutang pajak daerah selain PBB-P2 dan

BPHTB serta retribusi daerah;

11) Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi pajak daerah selain PBB-P2 dan

BPHTB serta retribus daerah;

12) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

13) Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas; dan

14) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
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Bidang ini terdiri dari:
a) Seksi Pendataan Pajak dan Pendapatan Daerah Lain
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pajak dan
Pendapatan Daerah Lain di bidang pendataan pajak dan pendapatan daerah lain.
Adapun fungsinya meliputi:
(1) Penyiapan rancangan petunjuk teknis Pendataan Pajak dan Pendapatan
Daerah Lainnya;
(2) Penyusunan data potensi pajak daerah dan pendapatan daerah selain PBB-
P2 dan BPHTB, retribusi daerah;
(3) Pelaksanaan pendataan wajib pajak selain PBB-P2 Dan BPHTB ,dan
Wajib Retribusi Daerah;
(4) Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak selain PBB-P2 dan BPHTB dan
Wajib Retribusi Daerah;
(5) Penyiapan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat
Pemberitahuan Retribusi Daerah(SPTRD);
(6) Pelaksanaan validasi data sumber-sumber pendapatan pajak selain PBB-P2
dan BPHTB dan rretribusi daerah serta sumber pendapatan lainnya;
(7) Penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak selain PBB-P2 dan BPHTH dan
Retribusi Daerah (NPWP/RD);
(8) Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selain PBB-P2
dan BPHTB kepada wajib pajak;
(9) Penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) kepada
wajib retribusi daerah;
(10) Pelaksanaan ketatausahaan;
(11)Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala Bidang Pajak dan
Pendapatan Daerah lain; dan
(12) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pajak dan Pendapatan Daerah Lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.
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b) Seksi penetapan keberatan pajak lain pendapatn Daerah lain
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pajak dan Pendapatan
Daerah Lain di bidan penetapan keberatan pajak dan pendapatan daerah lain.
Fungsinya antara lain:
(1) Penyiapan petunjuk teknis penetapan pajak selain PBB-P2 dan BPHTB &
retribusi daerah;
(2) Penyiapan penerbitan ketetapan pajak selain PBB-P2 dan BPHTB dan
retribusi daerah;
(3) Penerbitan Daftar SKPD dan SKRD;
(4) Pelayanan verifikasi SKPD/SKRD;
(5) Pelayanan pengaduan keberatan pajak selain PBB-P2 dan BPHTB
&retribusi daerah;
(6) Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi pajak daerah selain PBB-P2 dan
BPHTB serta retribusi daerah;
(7) Pelaksanaan ketatausahaan;
(8) Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pajak dan
Pendapatan Daerah Lainnya;
(9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pajak dan Pendapatan Daerah Lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.

¢) Seksi Penagihan Pelaporan Pajak dan Pendapatan Daerah Lain
Bertugas di bidang pajak dan pendapatan daerah lain di bidang penagihan
pelaporan pajak dan pendapatan daerah lain.
Adapun fungsinya:
(1) Penyiapan pedoman teknis penagihan dan pelaporan pajak selain PBB-P2
dan BPHTB dan retribusi daerah;
(2) Pelaksanaan sosialisasi pajak selain PBB-P2 dan BPHTB dan retribusi
daerah;
(3) Pelaporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
(4) Pendistribusian SKPD/SKRD;
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(5) Pelaksanaan penagihan pajak daerah selain PBB-P2 dan BPHTB dan
retribus daerah dengan surat peringatan, surat teguran serta surat tagihan
paksa;

(6) Penyiapan usulan penghapusan piutang pajak daerah selain PBB-P2 dab
BPHTB serta retribusi daerah;

(7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak selain PBB-P2 dan BPHTB
dan retribusi daerah;

(8) Pelaksanaan ketatausahaan;

(9) Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pajak dan
Pendapatan Daerah Lain; dan

(10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang dibeikan oleh Kepala Bidang

Pajak dan Pendapatan Daerah Lain sesuai tugas dan fungsinya.

d) Bidang PBB-P2 dan BPHTB
Bidang PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam melaksanakan tugas Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset
Daerha di bidang menyiapkan bahan peumusan kebijakan dan pelaksanaan
pemungutan dan pengelolaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan (BPHTB).
Adapun fungsinya:
(1) Penyiapan bahan perumuan kebijakan pemungutan dan pengelolaan PBB-
P2 dan BPHTB;
(2) Penyusunan pedoman pelaksanaan tentang PBB-P2 dan BPHTB;
(3) Pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB;
(4) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan
pemungutan dan administrasi PBB-P2 dan BPHTB;
(5) Pelayanan pengaduan keberatan PBB-P2 dan BPHTB;
(6) Pelaksanaan penagihan PBB-P2 dan BPHTB dengan surat peringatan,
surat teguran serta surat tagihan paksa;
(7) Penyusunan laporan PBB-P2 dan BPHTB,;
(8) Penyusunan laporan piutang PBB-P2 dan BPHTB;
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(9) Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi PBB-P2 dan BPHTB;
(10) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
(11) Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas; dan

(12) Pelaksanaan tugas kedinassan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

a. Seksi pendataan penilaian PBB-P2 dan BPHTB
Seksi pendataan penilaian PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Bidang PBB-P2 dan BPHTB di bidang

melaksanakan pendataan, penilaian PBB-P2 dan BPHTB;

Adapun fungsinya:

1) Penyiapan pdoman tehnis pendataan dan penilaian PBB-P2 dan BPHTB,;

2) Pelaksanaan koordinasi pendataan dan penilaian PBB-P2 dan BPHTB;

3) Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak, PBB-P22 dan BPHTB;

4) Pelaksanaan pendataan wajib pajak, PBB-P2 dan BPHTB,;

5) Pelaksanaan penilaian terhadap obyek PBB-P2 dan BPHTB;

6) Pelaksanaan pendistribusian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP);

7) Penyusunan data potensi PBB-P2 dan BPHTB;

8) Pelaksanaan validasi PBB-P2 dan BPHTB;

9) Pelaksanaan ketatausahaan;

10) Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang PBBP2 dan
BPHTB; dan

11) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepal Bidang PBBP2
dan BPHTB sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi penetapan dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB

Seksi Penetapan dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang PBB-P2 DAN bphtb di bidang Pentapan dan
Keberatan PBB-P2 dan BPHTB.
Adapun funsinya:
1) Penyiapan pedoman teknis penetapan dan keberatan PBB-P2 dan BPHTB;
2) Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

36

Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada wajib pajak
PBB-P2;

Penetapan Nomor Obyek Pajak (NOP) PBB-P2;

Penerbitan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) kepada wajib pajak BPHTB;
Penerbitan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);

Penerbitan Surat Tanda Terima Setoran (STTS);

Pelayanan pengaduan keberatan PBB-P2 dan BPHTB;

Pelaksanaan ketatausahaan;

10) Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan

BPHTB,;

11) Pelaksanaan tugas kedinassan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang PBB-

C.

P2 dan BPHTB sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Penagihan dan Pelaporan PBB-P2 dan BPHTB
Seksi Penagihan dan Pelaporan PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Bidang PBB-P2 dan BPHTB di bidang Penagihan
dan Pelaporan PBB-P2 dan BPHTB
Adapun fungsinya:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

Penyiapan pedoman teknis penagihan dan pelaporan PBB-P2 dan BPTB;
Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi PBB-P2 dan BPHTB;

Pelaporan realisasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB;

Pendistribusian SPPT, DHKP, STTS dan TTS;

Pelaksanaan penagihan PBB-P2 dan BPHTB dengan surat peringatan, surat
teguran serta surat atgihan paksa;

Penyusunan laporan PBB-P2 dan BPHTB;

Penyusunan laporan piutang PBB-P2 dan BPHTB,;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PBB-P2 dan BPHTB;

Pelaksanaan ketatausahaan;

10) Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan

BPHTB;
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11) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang PBB-P2

dan BPHTB sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG ASET DAERAH

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan tugas Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di

bidang pengelolaan barang milik daerah.

Adapun fungsinya:

a.
b.

o o

> @ oD

Perumusan dan penyusunan penggunaaan, pemanfaatan barang milik daerah:
Perumusan dan penyusunan penggunaan, pemanfaatan atau pemindah
tanganan tanah dan bangunan;

Perumusan dan menyusun kebijakan pengamanan barng milik daerah;
Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi pengelolaan barang milik daerah;
Penyusunan rencana kebutuhan barng milik daerah;

Penyusunan standar satuan harga barang kebutuhan barng milik daerah;
Penyusunan standar satuan harga barang kebutuhan barang milik daerah;
Pengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada
pada masing-masing SKPD;

Pengaturan pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan
barang milik daerah;

Pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;

Pembrian bahan pertimbangan tuntuatan ganti rugi kpada majelis

perimbangan TGR;

. Penyusunan laporan barang milik daerah;

Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
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Seksi analisa dan kebutuhan
Melaksanakan sebagian tugas Bidang Aset Daerah melaksanakan

perencanaan

kebutuhan barang milik daerah

Adapun fungsinya:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)
8)

9)

Pengusulan penetapan pengurus dan penyimpan barang milik daerah;
Penyusunan Rencana Kebbutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;

Penyusunan analisa kebutuhan barang milik daerah;

Penyusunan standar harga satuan barang milik daerah;

Penyusunan standarisasi sarana dan prasarana kerja aparatur di lingkungan
Pemerintah Daerah;

Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah;

Pelaksanaan ketatausahaan;

Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Aset Daerah;
dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset

Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi pemanfaatan, Pemeliharaan dan pengamanan
Tugas Bidang Aset Daerah ini yaitu melaksanakan upaya pemanfaatan,

pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah.

Adapun fungsinya:

1)

2)

3)

Penyusunan kebijakan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan barang
milik daerah;
Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan barang
milik daerah;
Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan barang
milik daerah;

4) Pelaksanaan penertiban pemanfaatan barang milik daerah;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

5)
6)
7)
8)

9)

39

Pelaksanaan penilaian barang milik daerah;

Penyiapan barang Tuntuatan Ganti Rugi pemasalahan barang milik daerah;
Pelaksanaan ketatausahaan;

Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Aset Daerah;
dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset

Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Inventarisasi dan Penghapusan
Seksi Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas melaksanakan

seagian tugas Bidang Aset Daerah melksanakan kegiatan inventarisasi dan

penghapusan barang milik daerah.

Adapun fungsinya:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Pelaksanaan pendataan dan pencatatan barang milik daerah;

Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;

Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi pengelolaan barang milik daerah;
Pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;

Pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;

Penyususan laporan barang milik daerah;

Pelaksanaan ketatausahaan;

Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Aset Daerah;
dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset

Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG ANGGARAN

Bidang anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan tugas Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di

bidang penganggaran.

Adapun fungsinya:

a.

Penyusunan kebijakan pedoman penyusunan APBD;
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Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pelaksanaan pembahasn penyusunan RKA-SKPD,RKA-PPKD dan RKA
Perubahan —-SKPD, RKA Perubahan-PPKD;

Pelaksanaan pembahasan penyusunan DPA-SKPD, DPA-PPKD dan DPPA-
SKPD,DPPA-PPKD;

Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis dalam pengelolaan keuangan
daerah;

Pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan peraaturan daerah tentang
investasi daerah;

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang dana cadangan;

Penyusunan rancangan RKA-PPKD;

Penyusunan rancangan DPA-PPKD;

Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

Pelaporan hasil pelaksanakan tugasnya kepada Kepala Dinas; dan

. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Penyusunan Anggaran
Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Bidang Anggaran di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daearah.

Adapun fungsinya:

1)
2)
3)

4)

Penyiapan penyusunan kebijakan pedoman penyusunan APBD;

Penyiapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan PAPBD;
Penyiapan rancangan peraturan bupati tentang Penjabaran APBD dan
Penjabaran PAPBD;

Pelaksanaan pembahasan penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan RKA
Perubahan-SKPD, RKA Perubahan- PPKD;
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Pelaksanaan pembahasan penyusunan DPA-SKPD, DPA-PPKD dan DPPA-
PPKD, DPPA-PPKD;

Pelaksanaan ketatausahaan;

Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Anggaran; dan
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan

Seksi belanja hibah, bantuan sosial dan Bantuan Keuangan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran di bidang anggaran belanja hibah,

bantuan sosial dan bantuan keuangan.

Adapun fungsinya:

1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)

Penyusunan kebijakan pedoman pelaksanaan penyusunan anggaran,
penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah, bantuan
sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;

Penyusunan rancangan RKA/RKAP PPKD;

Penyusunan rancangan DPA/DPPA PPKD;

Penatausahaan belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja
tidak terduga;

Pelaksanaan ketatausahaan;

Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Anggaran;
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi pembiayaan dan Pembinaan Administrasi Keuangan
Seksi pembiayaan keuangan dan pembinaan Administrasi Keuangan

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran di bidang

pelaksanaan APBD serta pembiayaan.

Adapun fungsinya:

1)
2)

Penyusunan kebijakan pedoman pelaksanaan pengelolaan pembiayaan;

Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelola keuangan daerah;
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Pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
investasi daerah;

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang dana cadangan;

Pelaksanaan ketatausahaan;

Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Anggaran; dan
Pelaksanaan ugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Anggaran ssuai dengan tugass dan fungssinya.

BIDANG AKUNTANSI DAN KEBENDAHARAAN

Bidang akuntansi dan Perbendaharaan mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas dalam melaksanak tugas Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah di bidang Akuntansi dan Perbendaharaan.

Adapun fungsi dari bidang akuntansi, meliputi:

a.
b.

Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan sistem peneimaan dan pengeluaran
kas daerah;

Penyiapan suart penyedian dana;

Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

Penyusunan  rancangan  peraturan  bupati  tentang  penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

Pengusulan penetapan pngguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
Pengusulan penetapan bendahara penerimaan/bendahara penerimaan
pembantu dan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;
Penyajian informasi keuangan daerah;

Penyusunan daftar dan realisasi gaji serta tunjangan PNSD;

Penyusunan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji bagi
PNSD yang pensiun dan yang mutasi keluar daerah;

Penyusunan laporan realisasi dan transfer;

. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
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Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Perbendaharaan

Seksi perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang

akuntansi dan perbendaharaan di bidang memantau pelaksanaan penerimaan dan

pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Adapun fungsinya:

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)

Penyiapan anggaran kas;

Penyiapan Surat Penyediaan Dana(SPD);

Penyiapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan
investasi daerah jangka pendek;

Penyusunan Besaran Uang Persediaan SKPD;

Penyusunan lapoan posisi kas harian (LPKH) BUD;

Penyusunan laporan penerimaan dan penyetoran pajak pusat;

Penerimaan bukti setoran kas daerah;

10) Penyiapan penetapan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;

11) Penyiapan penetapan bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu

dan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;

12) Penyiapan bahan pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tututan ganti

rugi;

13) Pelaksanaan pemberian/penerimaan pinjaman atas nama pemerintah daerah;

14) Pelaksanaan ketatausahaan;

15) Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Akuntansi dan

Perbendaharaan; dan

16) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Akuntasi dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Seksi belanja pegawai dan dana transfer
Seksi belanja pegawai dan dana transfer mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan menyusun daftar dan

laporan realisasi gaji PNSD, tambah penghasilan PNSD serta laporan realisasi

dana transfer.

Adapun fungsinya:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

Penyusunan daftar gaji pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);

Penyusunan laporan realisasi pembayaran gaji dan tunjanngan PNSD;
Penyusunan laporan setoran/potongan PFK atas gaji dan tunjangan PNSD;
Penyusunan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji bagi
PNSD yang pensin dan yang mutasi keluar daerah;

Penyusunan laporan realisasi pembayaran tambahan pengahsilan PNSD;
Penyusunan realisasi dana transfer;

Pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan dan realisasi dana transfer;
Pelaksanaan ketatausahaan;

Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Akuntansi,

Perbendaharaan dan Aset; dan

10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang dibeikan oleh Kepala Bidang

C.

Akuntansi, Perbendaharaan dan Aset sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi akuntansi
Seksi akuntasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang

Akuntansi dan Perbendaharaan melaksanakan penyusunan laporan keuangan

daerah dalam ranka pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

Adapun fungsinya:

1)
2)

3)

Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Penyusunan  rancangan  peraturan Bupati  tentang  penjabaran

peranggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
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Penyusunan laporan Dana Tugas pembantuan;

Pelaksanaan rekonsiliasi SPJ Fungsional SKPD;

Pelaksanaan ketatausahaan;

Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang AKUNTANSI,
Perbendaharaan dan Aset; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Akuntansi, Perbendaharaan dan Aset sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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BAB 4 PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek kerja nyata merupakan salah satu syarat kelulusan untuk
memperoleh gelar Ahli madya ( A.Md) khususnya di bidang perpajakan.dengan
adanya persyaratan tersebut, maka mahasiswa di akhir semester wajib
melaksanakan Praktek Kerja Nyata atau Magang apabila mahasiswa telah
menyelesaikan minimal 100 sks dari jumlah total 114 sks yang harus

terselesaikan.

Pelaksanaan Praktek Kreja nyata dapat dilaksanakn di perusahaan milik
Negara atau perusahan swasta, dengan syarat adanya persetujuan dari instansi
yang bersangkutan. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan kurikulum

dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan.

Praktek Kerja Nyata yang akan dilakukan, melalui beberapa tahapan,

antara lain:

a. Pembekalan

Tahap awal untuk Praktek Kerja Nyata, mahasiswa mengikuti pembekalan
yang diberikan oleh pihak fakultas yaitu pengarahan mengenai prosedur Praktek
Kerja Nyata dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan Praktek Kerja Nyata.
Pembekalan wajib dilakukan dan diikuti oleh mahasiswa yang akan melaksanakn
Praktek Kerja Nyata.
b. Penentuan lokasi Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk mengikut Praktek Kerja Nyata
berhak untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi magang yang diinginkan
lokasi Praktek Kerja Nyata yaitu antara lain BUMN, BUMS, BUMD dan
Koperasi. Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata
diwajibkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dimana

selanjutnya mahasiswaa melakukan survei ke lokasi Praktek Kerja Nyata.

46
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c. Observasi

Observasi di lokasi Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakn seblum
memberikan proposal kepada instansi, apabila instansi bersedian menerima, maka
selanjutnya memerikan poposalk dan surat pengantar peromhonan magang dari
fakultas kepada instansi.
d. Surat balasan

Surat balasan diterima dari instansi yang menyatakan bahwa instansi telah
menerima mahasiswa untuk magang dan surat tersebut di berikan kepada pihak
fakultas di bagian Prodi D3 Perpajakan;
e. Melaksanakan praktek Kerja Nyata pada instansi atau perusahaan yanng

dimaksud.
4.2 Lokasi Dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
4.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di bidang Pajak Bumi dan Bangunan
yang bertempat pada kantor Dinas Pendapatan, Pengelola, Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Situbondo yang beralamatkan jalan PB. Sudirman No. 01
Situbondo.

4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas yaitu

dimulai dari tanggal 16 februari 2015 sampai dengan 16 Maret 2015.

Adapun kegiatan praktek kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam
kerja di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Situbondo.
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Tabel 4.1 Hari kerja dan jam kerja Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan,
Pengelola, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.

Hari Kerja Jam Kerja

Senin s/d Kamis 07.00 - 16.00 WIB
Istirahat 12.00 - 13.00 WIB
Jum’at 06.30 - 11.00 WIB
Sabtu dan minggu libur Libur

Pengumpulan data laporan ini menggunakan metode observasi yaitu
dengan mengamati dan ikut berpatisipasi atau melibatkan diri langsung dalam
kegiatan kerja untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dilakukan juga
menggunakan metode interview atau dengan mengadakan komunikasi tanya
jawab langsung dengan pihak yangb bersangkutan khususnya dalam mengenai
pajak bumi dan bangunan. Selain itu juga tidak lepas dari beberapa panduan

berupa buku-buku, Undang- Undang Perpajakan khususnya tentang Pajak Daerah.
4.3 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
4.3.1 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaa Praktek Kerja Nayata (PKN), penulis melaksanakan
beberapa kegiatan yang ada di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Situbondo yang dapat dilihat dalam tabel 4.2 berikut ini:
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Tabel 4.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata

Waktu kegiatan hasil Penanggung
pelaksanaan jawab
a b C d
Senin, 16 1. Penulis menemui Pak Subhan 1. Penulis diterima 1. Pak Subhan
Februari . . .
2015 menyampaikan bahwa sudah  untuk Praktek Kerja Staf di
mulai magang setelah itu  Nyata dan bagian TU
menemui  Pak  Zainullah mendapatkan tempat
sebagai kasie pendataan dan magang di bagian
penilaian dan diberikan tugas PBB P-2 dan BPHT
untuk membantu di bagian pak Zainullah
pendataan dan penilaian PBB- Mengetahui nama staf Kasie
P2 dan lingkungan kantor Pendataan
. Pengenalan  di  bagian S- Mengetahui alur o ook Erwin
pendataan dan penilaian penilaian SPOP  dan Staf  bagian
. Penulisan penilaian SPOP dan LsgP Pendataan dan
LSOP Penilaian
Selasa, 17 Pendataan  wajib  pajak Mengetahui tata cara Pak Budi Staf
Febuari . .. ;
2015 permohonan  data  objek pendaftaran  wajib bagian
pajak baru pajak yang Pendataan dan
memohon data objek Penilaigy
pajak baru
. - . . Pak Bagus
Mengentri  wajib  pajak Mengerti cara i
. _ Staf  bagian
mengajukan tunggakan mengentri data Pendataan dan
PBB-P2 2011-1015 Penilaian
Setempel Surat Mengerti cara Pak Budi Staf
Pemberitahuan Pajak pembuatan surat bagian
Terutang Pemberitahuan Pendataan dan
Pajak Terutang Penilaian
Rabu, 18 Mengentri ~ wajib  pajak Mengerti cara 1. Pak Bagus Staf
Februari . .
2015 mengajukan tunggakan mengentri data Pendataan
dan Penilaian

PBB-P2 2011-1015
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a b c D
2. Penulisan penilaian SPOP 2 Mengerti cara 2. Pak Erwin
dan LSOP pembuatan surat  Staf bagian

Pemberitahuan Pendataan dan
Pajak Terutang Penilaian

Kamis, 19 Libur Tanggal Merah - -

Februari

2015

Jum’at 20 Izin Pembekalan PKN - -

Februari

2015

Senin, 23 1. Pendataan wajib pajak 1. Mengetahui tata cara 1. Pak Budi Staf
Februari .
2015 permohonan data objek pajak  pendaftaran wajib bagian

baru pajak yang memohon Pendataan dan

data objek pajak baru Penilaian

2. Mengentri wajib pajak yang 2. Mengetahui tata cara
2. Pak llham Staf

mengajukan tunggakan PBB- wajib pajak -
agian
P2 tahun 2011-2015 mengajukan
Penetapan dan
tunggakan

Keberatan

Selasa, 24 1. Pendataan  wajib pajak 1. Mengetahui tata cara 1. Pak Budi Staf
Februari .
2015 permohonan data objek pajak  pendaftaran wajib bagian

baru pajak yang memohon  Pendataan dan

data objek pajak baru Penilaian

2. Mengentri wajib pajak yang 2. Mengetahui tata cara
2. Pak Bagus

mengajukan tunggakan PBB- wajib pajak i
Staf  bagian
P2 tahun 2011-2015 mengajukan Pendataan dan
tunggakan Penilaian
3. Mengoreksi SPOP dan LSOP 3. Mengerti pembenaran 3 pax  Dodik
dari notaris dan menyalin ke SPOP dan LSOP Staf  Bagian
buku Penagihan dan

Pelaporan
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a b c d
Rabu, 25 Membantu pencetakan Surat 1. Mengerti cara Bu Ratri Staf
Februari
2015 Pemberitahuan Objek Pajak percetakan SPOP Penetapan dan

Keberatan
Membantu mengentri data 2. Memahami  proses > Fak  Dodi
. . Staf
dari kelurahan, dan kecamatan pengentrian 4
Penagihan dan
Pelaporan
Membuat  surat  Pangkat 3. Mengerti cara Pak  Hardono
.. . Kasie
golongan untuk gaji pemuatan yang baik
dan b Penagihan dan
an benar
Pelaporan
Kamis, 26 Mengentri data surat 1. Menegetahui sistim Pak Ilham Staf
Februari .
2015 pemberitahuan objek pajak yang digunakan bagian
dan lampiran surat untuk mengentri data Penetapan dan
pemberitahuan objek pajak NGB
Pencetakan Surat 2.Mengerti cara Pak  Maggn
' . . Staf  bagian
Pemberitahuan Objek Pajak percetakan SPOP
Pendataan dan
Penilaian
Jum’at, 27 Mengentri wajib pajak yang 1. Mengetahui tata cara Pak  Bagus
Februari . .. . ;
2015 mengajukan tunggakan PBB-  wajib pajak Staf  bagian
P2 tahun 2011-2015 mengajukan Pendataan dan
tunggakan Penilaian
. Pak Budi Staf
Setempel Surat 2. Mengerti cara y U o
. . bagian
Pemberitahuan Pajak pembuatan surat
Pendataan dan
Terutang Pemberitahuan .
Penilaian
Pajak Terutang
Senin, 2 Mengentri wajib pajak yang 1. Mengetahui tata cara Pak  Bagus
Maret 2015 . .. . ;
mengajukan tunggakan PBB-  wajib pajak Staf  bagian

P2 tahun 2011-2015 mengajukan

tunggakan

Pendataan dan

Penilaian
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a b c d
2. Konsultasi kepada  Pak 2. Mengetahui Prosedur 2. Pak Zainullah
Zainullah (Kasie Pendataan Pendaftaran di  Kasie
PBB-P2) mengenai  DPPKAD Pendataan  dan
pendaftaran PBB-P2 penilaian
Selasa, 3 1. Pencetakan Daftar himpunan Mengerti cara 1. Pak  Manan
Maret 2015 . .
ketetapan pajak (DHKP) mencetak daftar Staf  bagian
himpunan ketetapan Pendataan dan
pajak Penilaian
. 2. Pak M
2. Pencetakan Surat Mengerti cara > anan
. . . Staf  bagian
Pemberitahuan Objek Pajak percetakan SPOP
L ¥ ) _ Pendataan dan
Mengentri wajib pajak yang Mengetahui tata cara Peniilaian
mengajukan tunggakan wajib pajak 3. Pak  Bagus
PBB-P2 tahun 2011-2015 mengajukan Staf  bagian
tunggakan Pendataan dan
Penilaian
Rabu, 4 1. Pendataan langsung ke Mengetahui 1. Pak  Dodik
Maret 2015 . .
kelurahan tentang SPOP dan  bagaimana pendataan Staf  bagian
STTS yang dilakukan oleh ~ Penagihan dan
petugas dalam Pelaparin
mengoreksi pendataan
di kelurahan
Mencocokkan data wajib 2. Mengerti data-data of EB Dodik
pajak yang sudah membayar wajib pajak yang Staf  bagian

yang belum tercover oleh
Dinas Pendapatan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah

sudah di bayar dan
mengerti yang belum

tercover

Penagihan dan

Pelaporan



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

53

a b c d
Kamis,5 1. Mengentri wajib pajak yang 1. Mengetahui tata cara Pak  Bagus
Maret 2015 . .. . ;

mengajukan tunggakan PBB-  wajib pajak Staf  bagian
P2 tahun 2011-2015 mengajukan Pendataan dan
tunggakan Penilaian
.. . . Pak Budi Staf
2. Pendataan wajib pajak 2. Mengetahui tata cara ar Budl >
bagian
permohonan data objek pajak pendaftaran wajib J
_ Pendataan dan
baru pajak yang memohon Penilaian
data objek pajak baru
Jum’at, 6 1. Membantu mengentri data 1. Memahami proses Pak  Dodik
Maret 2015 . : ;
dari kelurahan, dan kecamatan ~ pengentrian Staf  bagian
Penagihan dan
2. Membantu Penataan DHKP 2. Memahami cara untuk SR
Bu Puji Staf
Penataan DHKP yang R &
bagian
benar
Penetapan dan
Keberatan
Senin, 9 1. Pendataan langsung ke 1. Mengerti cara Pak  Manan
Maret 2015 ) !
kelurahan menemui kepala  pendataan  langsung Staf  bagian
desa dan sekretaris desa dan penulis menemui Pendataan dan
kepala desa dan Penifaidy
sekretaris desa
2. Membantu Penataan DHKP 2. Memahami cara untuk .
Bu Puji Staf
Penataan DHKP yang Bagian
benar Penetapan dan
Keberatan
Selasa, 10 1. Mengentri wajib pajak yang 1. Mengetahui tata cara Pak  Bagus
Maret 2015 . .. . ;
mengajukan tunggakan PBB-  wajib pajak Staf  bagian
P2 tahun 2011-2015 mengajukan Pendataan dan

tunggakan

Penilaian
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a b c d
2. Mengentri data surat 2. Menegetahui  sistim 2. Pak Ilham Staf
pemberitahuan objek pajak yang digunakan untuk  bagian
dan lampiran surat  mengentri data Penetapan  dan
pemberitahuan objek pajak Mengetahui tata cara Penilaian
.. . Pak Budi Staf
3. Pendataan wajib pajak pendaftaran ar Budl >
bagian
permohonan data objek pajak pajak yang memohon J
) ) Pendataan dan
baru data objek pajak baru .
Penilaian
Rabu,11 1. Pendataan langsung ke Mengerti 1. Bu Naning
Maret 2015 .
kelurahan menemui kepala pendataan  langsung Staf
desa dan sekretaris desa dan menemui kepala Pengaidhn
desa dan sekretaris
L Pak  Dodik
2. Merekap daftar  realisasi desa a T
Staf
PBBP2 DPPKAD Situbondo Mengetahui
Penetapan dan
6 Maret realisasi di DPPKAD
Keberatan
Kamis, 12 1. Konsultasi dengan Pak Dodik 1. Memahami sistem . Pak Dodik Staf
Maret 2015
dan Pak Illham tentang Pendaftaran, Penetapan  dan
Prosedur Pendaftaran,  Pendataan dan Keberatan
Pendataan dan Penilaian PBB- Penilaian PBB-P2
P2
. 2. Pak Budi Staf
2. Meminta data laporan tugas Mendapatkan data
Pendataan dan
akhir Prosedur Pendaftaran, yang diperlukan untuk
Penetapan
Pendataan dan Penilaian PBB- tugas akhir
P2
Jum’at, 13 1. Mengecek arsip-arsip 1. Mengetahui cara 1. Pak Erwin Staf
Maret 2015

Objek Pajak Permohonan
data baru dan mutasi
PBB-P2

pengecekan arsip
agar tidak terjadi

salah cetak

Pendataan dan

Penilaian
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a b C d
2. Menyalin Permohonan data 2. Memahami 2. Pak Erwin
baru dari blangko ke buku penyalinan data-data Staf
khusus ke buku Pendataan dan
Penialaian
Senin, 16 1. Membantu mengetri wajib 1. Mengetahui  secara 1. Pak Ilham Staf
Maret 2015 . .
pajak yang  mengajukan  mendalam cara Pendataan dan
tunggakan tahun 2011-2015 mengentri wajib pajak Penilaian
yang mengajukan
tunggakan
. 2. Pak  Manan
2. Melakukan pendataan 2. Mengetahui 3¢
a
langsung ke kelurahan pendataan langsung pendat =
ditemani petugas pendataan yang dilakukan oleh Penilaian
dari dinas pendapatan petugas pendataan
pengelola keuangan dan aset dan penilaian
daerah
3. Mengumpulkan data-data 3. Mendapatkan data- 3. Pak Zainullah
yang diperlukan dari data yang akan di Kasie

DPPKAD yang berhubungan
dengan PBB-P2

4. Perpisahan  kepada  para 4.
karyawan DPPKAD
Situbondo yang telah
menerima  penulis  untuk

melaksanakan PKN

lampirkan untuk
Laporan Tugas Akhir
Mendapatkan surat
keterangan selesai
magang di DPPKAD
Situbondo

Pendataan dan
Penilaian

Pak Anton
Sujarwo
Kabid
P2

PBB-

4.3.2 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata

Kegiatan yang dilakukan oleh penulis setelah melaksanakan kegiatan

Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah sebagai berikut:
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a. Menentukan judul laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan meminta
bimbingan kepada dosen pembimbing terhadap judul yang telah
ditentukan;

b. Meminta blangko judul kebagian akademik untuk selanjutnya menulis
judul yang telah ditentukan dan disetuji oleh dosen pembibing akademik;

c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan Praktek Kerja
Nyata (PKN) ke akademik;

d. Membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN).

4.4 Prosedur Pendaftaran Pendataan dan Penilaian atas Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan pengelola
Keuangan dan Aset Daerah

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis mendapat
pengetahuan-pengetahuan khususnya di bidang pajak bumi dan bangunan
pedesaan dan perkotaan. Pengetahuan-pengetahuan khususnya dapat digunakan
untuk melakukan kegiatan di bidang pbb p2. Penulis juga mendapat data-data
yang diperlulkan untuk penulisan laporan tugas akhir, khususnya di bidang pajak
bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan bagian pendataan dan penilaian.

3.4.1 Bagan Tabel Prosedur Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian atas Pajak
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan

pengelola Keuangan dan Aset Daerah
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A. Prosedur Pendaftaran Objek Pajak
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Wajib pajak

Petugas pelayanan dan petugas pendataan

4 )

Mengambil berkas
permohonan dan

( Menerima berkas dan meneliti

melengkapi persyaratan
yang telah di tentukan oleh

petugas pelayanan

J

Mengisi SPOP dan
LSOP

Mengambil formulir
SPOP dan LSOP

=
=

\ 2

Mengemblikan formulir
SPOP dan LSOP

=
F
%

kelengkapan

1

Memberikan :
1.Formulir SPOP dan LSOP

2. Tanda terima penyampaian SPOP
dan LSOP

Mencatat identitas subjek pajak
yang menerima SPOP dan LSOP
dengan menunjukkan KTP/ SIM

Menerima SPOP dan LSOP serta
memberi tanda terima
pengembalian SPOP

|
|
|

Gambar 4.3 Prosedur pendaftaran Obyek pajak baru PBB P2

Sumber :
Tahun 2015
Keterangan:

Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Situbondo,

1. Wajib pajak mengambil formulir pengajuan atau berkas permohonan objek

pajak dengan persyaratan yang daijukan dengan beberapa syarat dan

ketentuan
a. Fotokopi sertifikat
b. fotokopi KTP
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c. fotokopi SPPT (bagi yang benar-benar belum mempuyai sppt bisa
pinjam di sisi kanan dan sisi Kiri)

d. fotokopi pelunasan 5 tahun (bagi yang sudah punya SPPT)

. Petugas pelayanan menerima berkas dan meneliti kelengkapan dengan
lengkap dan benar

. Petugas pelayanan memberikan formulir SPOP dan LSOP dan
memberikan tanda terima penyampaian SPOP dan LSOP

. Wajib pajak mengambil formulir SPOP dan LSOP

. Wajib pajak mengisi SPOP dan LSOP

. Petugas pelayanan mencatat identitas subjek pajak yang menerima SPOP
dan LSOP dengan menunjukkan Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau SIM

. Wajib pajak mengembalikan fomulir SPOP dan LSOP

. Petugas pendataan menerima SPOP dan LSOP serta memberi terima
pengembaliaan SPOP.
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B. PROSEDUR PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN

Wajib pajak
mengajukan
permohonan

-

o

~

Petugas pelayanan

memberikan informasi

syarat pengajuan
permohonan
pengurangan dan

Melakukan penelitian
laporan pengurangan dan
permohonan

keberatan /

Gambar 4.4 Prosedur Pendataan dan Penilaian

Vv

Petugas penilaian melakukan
penilaian terhadap objek pajak

yang mempunyai karakteristik
khusus dan memberikanya

\ 4

Kasi pendataan menerima dan
meneliti lapangan laporan dari

|

\ 4

Kabid menandatangani hasil
laporan pendataan dan penilaian

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Situbondo,

Tahun 2015

Keterangan:

1. Wajib pajak mengajukan permohonan secara perorangan atau kolektif

2. Petugas pelayanan memberikan informasi tentanng pesyaratan pengajuan

permohonan pengurangan dan keberatan, serta melakukan penelitian

duluan yang diterima
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. Petugas pendataan melakukan penelitian laporan terhadap permohonan
pengurangan dan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak

. Petugas penilaian melakukan penilaian terhadap objek pajak yang
mempunyai karakteristik khusus (pom bensin, rumah mewah, pabrik dan
ruko)

Kepala seksi pendataan menerima dan meneliti hasil laporan dari
pendataan dan penilaian

Kepala Bidang menandatangani hasil laporan pendataan dan penilaian.
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BAB 5 PENUTUP
5.1 Kesimpulan

a. Dalam pelaksanaan pendaftaran PBB P-2, wajib pajak akan mendapatkan
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPOP), dimana proses pendaftaran
tesebut tergolong sangat mudah untuk di dapatkan karena wajib pajak, hanya
mengambil, mengisi dan mengembalikan fromulir SPOP dan LSOP. Formulir
diproleh paling lambat 30 hari sejak diterima SPOP dan LSOP.

b. Pendataan dilakukan guna untuk mengetahui kesesuaian data objek pajak di
lapangan dengan data objek yang ada pada Dinas Pendapatan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Situbondo.

c. Penilaian dilakukan dengan tujuan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP) yang akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Penilaian zona

blok untuk pembuatan peta.

61
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5.2 Saran

Untuk kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Situbondo agar memberikan pelayanan prima yang baik, berkualitas, serta
memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam memberikan pelayanan. Selain
itu pihak di DPPKAD juga harus sering melakukan sosialisasi dan pendataan
ulang terhadap wajib pajak, agar wajib pajak benar-benar mengerti terhadap PBB
P-2, juga petugas harus teliti dalam penilaian-penilaian PBB P-2 dan pengetrian
data, agar tidak terjadi salah ketik atau cetak doble.
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A. Surat Rekomendasi Magang

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

J1. Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor :457/UN25.1.2/SP/2015 9 Pebruari 2015
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Permohonan Rekomendasi Tempat Magang

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Situbondo
Situbondo

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga
Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap
mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan
magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara
untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa
kami di Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No NAMA NIM PROGRAM STUDI
1. | Dea Ayu Kusumawardani 120903101029 DIII Perpajakan
Firna Grianda 120903101070 DIIT Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN]).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

i . Bjfinawan Rayu Patriadi, MA., Ph.D.
Ly poldIP #0610828 199201 1 001
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B. Surat Tugas Magang

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisipf@unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 583 /UN25.1.2/5P/2015

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Situbondo nomor 423/92/431.214.1.1/2015 tanggal 12 Pebruari 2015 perihal
Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan [Imu Politik

Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No NAMA NIM PROGRAM STUDI
1. | Dea Ayu Kusumawardani 120903101029 DIII Perpajakan |
2. | Firna Grianda T 120903101070 DIl Perpajakan

- Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Situbondo, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari 2015 sampai dengan
16 Maret 2015,

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
i
Jember, 16 P

an Deka
Pembantu Deka

uari 2015

-~
_ Drs. Himawarh Bayu Patriadi, MA., Ph.D. A}
NIP 19610828199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kab Situbondo
2. Kaprodi DIl Perpajakan

3. Mahasiswa yang Bersangkutan
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C. Surat Balasan Magang

Nomeor
Sitar
Lampiran
Perihal

# DFKD,KAE SITUECHDO, .. » . FRx MO, 1 @338+671550 Fal, 17 2017 838:112F1 PL

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBGNDO
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

J1. PB. Sudirman No. 1 Telp. (0338 ) 671916 Situbondo 68312
S

Stweondv, 2 Pebruan 2013

423/ G2 /431.214.1.12015 Kepzdx

Penting Yih. Sdr. Pembanm: iekan |

1 lembar FiSIP Universitas lerher
Pemberizahuan  Kesediaan  Tempai di -

Magane . E__. SITUBDNDO

Mencurupi  surat  ssudara reaggal  Su Jamuarl Zuld Nomor
368/UNTS.1.2/SP2015 perihal Permohonan Magang dan Menindaklanguti  surat
ICKOINENGas] dufl Sepoa Daual hesallian Bangs) gan Pouth Rabupawn Suvboado
tanggal 10 Pebruari 2015 Nomor 070/131/431 302272015, dengan ini Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupalen Situbondo bersedia untuk ditempati

kegiatan magang mahasiswa :
No. TNama ; Nim© i‘fa)gr;‘:x“! Studi
f | ; R
i SR : i -
1 | Dea Ayu Kusumawerdan; | 120003101020 | D 111 Perpajekan
| | [ !
2 | Firma Gnacda i 120903101070 | D 11i Perpajakan ;
| i | |
i i i i
L | | | —

Demikian mas perhatian die kerjasamanya disampaikan erina kasih,

An Kl'.i’ALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELS: TUANGAN DAN ASET DAERAH

Pembina
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D. Surat Tugas Dosen Pembimbing

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
: UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

J1. Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp, (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
Email ; fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

= - SURAT TUGAS S
Nomor : V024 /UN.25.1.2/SP/2015

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik
Fakultas [lmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : Drs. Suhartono, M.P.
NIP 1 196002141988031002
Jabatan : Lektor

Pendidikan Tertinggi : S-2
Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Dea Ayu Kusumawardani

NIM 1120903101029

Judul Tugas Akhir  : (Dalam Bahasa Indonesia)
Prosedur Pemungutan Dan Penerimaan Realisasi Pajak Bumi Dan
Bangunan Pedesaan Perkotaan Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah
Pada Kabupaten Situbondo

(Dalam Bahasa Inggris)
Procedures of Collection and Acceptance of Rural and Urban Land and
Building Tax Payment to Increase Local Revenue in Situbondo Regency

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

e :su -

*Hifmawan Rayu Patriadi, MA, Ph.D‘\(

) ¥ et
INTP 196108281

" Tembusan :

. Dosen Pembimbing

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi

. Keétua Program Studi Diploma 11 Perpajakan
Kasubag. Keuangan & Kepegawaian

. Mahasiswa yang bersangkutan

. Arsip

O BN —
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E. Kegiatan Konsultasi
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 333586 Jember 68121
Email : fisi i@telkom.net. Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]

Nama : Dea Ayu Kusumawardani
NIM : 120903101029
Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan
Alamat Asal : Dusun Tempuran, Desa Cakru kab jember

Judul Laporan :

(bahasa Indonesia)

Prosedur Pemungutan Dan Penerimaan Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan
Perkotaan Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Kabupaten Situbondo

(bahasa Inggris) :
Procedures of Collection and Acceptance of Rural and Urban Land and Building Tax
Payment to Increase Local Revenue in Situbondo Regency

Dosen Pembimbing : Drs. Suhartono. M. P.

TANDA
NO | HARI/TANGGAL JAM URAIAN KEGIATAN | TANGAN
PEMBIMBING
1 Senin, 1 Juni 2015 09.30 WIB Revisi Judul A
2 Kamis, 4 Juni 2015 10.00 WIB Acc Judul Vi
3 | Selasa, 16 Juni 2015 | 10.30 WIB | Revisi bab 1,2,3 ;
4 | Senin, 6Juli2015 | 10.30 WIB | Revisi bab 4 dan 5 -
5 |Rabu, 8 Juli2015 |0130 WIB | Acc Ujian -
[ =3
Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN
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F. Absensi Kehadiran

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

1. Kalimantan - Kampus Tegalboto Telp, (03317 335586, 331342 Fax.(0331) 333586 Jember 6RI21
Email ; Gsipuneiieelkom gel, Telp (03313 332736

DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA 111 PERPAJAKAN

MNama :DeaAyuKusumawardani
Nim 1 120903101029
Jurusan :Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

No Hari/ tanggal Tanda ta n_g:-m

1 Senin, 16 Februari 2015 1 @;

2 | Selasa, 17 Februari 2015 2 <%_‘

3 [ Rabu, 18 Februari 2015 3 Q-%_

4 | Kamis, 19 Februari 2015 ~ 4 Iw_

5 | Jum'at, 20 Februari 2015 | 5 L CPQITIRKGLQI'I PrN D

6 | Sabtu, 21 Februari 205 6 -

7 Minggu, 22 Februari 2015 7 -

8 | Senin, 23 Februari 2015 8 L Culah)
9

Selasa, 24 Februari 2015 9 G@__

10 | Rabu. 25 Februari 2015

11| Kamis, 26 Februari 2015 /8

10<_w—

12 [ Jum’at, 27 Februari 2015 12<@_ |
13 | Sabtu, 28 Februari 2015 13 - i

14 | Minggu, | Maret 2015 14 _
IS | Senin. 2 Maret 2015 15 ¢ Crahigh

16 | Selasa, 3 Maret 2015 Ié\%

17 | Rabu, 4 Maret 2015 1?/@__

18 | Kamis, 5 Maret 2015 M '(@@—
19 [ Jum’at, 6 Maret 2015 19@, )

20 | Sabtu, 7 Maret 2015 20 -
21 | Minggu, 8 Maret 2015 2] B

22 | Senin, 9 Maret 2015 22 { Cruligh?
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23 [ Selasa, 10 Maret 2015 23(@_

24 | Rabu, 11 Maret 2015 24

25 | Kamis, 12 Maret 2015 25@_ """""" o
26 | Jum’at, 13 Maret 2015 2(@_

27 | Sabtu, 14 Maret 2015 20 -

28 | Minggu. 15 Maret 2015 28

29 | Senin. 16 Maret 2015 29 Q@i‘#

30 | Selasa, 17 Maret 2015 )

Mengetahui
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G. Nilai Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JL. Kali Kampus Tegalboto Telp, 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121

Email : Fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

NILAI
NO. INDIKATOR PENILAIAN ANGKA HURUF
1 __|Penguasaan Materi Tugas 78 B
2 |Kemampuan / Kerjasama 20 A
3 |Etika 85 A
4 |Disiplin 79 B
NILAI RATA - RATA 83 A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Dea Ayu Kusumawardani
NIM : 120903101029
Jurusan : limu Administrasi

Program Studi : Diploma Ill Perpajakan

Yang menilai :

Nama : Anton Sujarwo, S.Sos. M.H

Nip : 19690920 199403 1 007
Jabatan : Ka. Bidang PBB-P2 Dan BPHTB
Instansi

Tanda Tangan

NIP. 19690920 199403 1 007

PEDOMAN PENILAIAN :
NO. | ANGKA HURUF KRITERIA
1 80 > A Sangat Baik
2 70-79 B Baik
3 60 - 69 [+ Cukup Baik
4 50-59 D Kurang Baik
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Digital Repository Universitas Jember

H. Bukti Penerimaan Surat

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDAFPATAN,PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan PB.Sudirman No.1 Telp. ( 0338) 671916
SITUBONDO

| BUKTI PENERIMAAN SURAT |
Nomor: oo /2015

Diterima dari: NTP

Nama o \/ ; 4 NPWP 3
RGO/ R No.P.K.P <
Alamat KPP SRR, Ms/Thn Pajak :
NO HP/Telp
MLW

lenis Pajak :PBB- P2

Surat Lain-Lain Dari Wajib Pajak s
Nama AR : N ; SITUBONDO, .2 2 — 3 2015
NIP AR ronsaeds Pet
Lampiran H “NivsowSs

. Per np SPPT 5. Per .

2,/permohonan Mutasi 6. Permohonan Pembatalan /‘M

3. Permohonan Salinan SPPT 7. Permohonan SK.NJOP /
4. Permohonan K 8. 1 Data Baru
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Contoh Permohonan Mutasi

Perihal : Permohonan mutasi obyek/subyek pajak
Yth. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan
Dan Aset Daerah Situbondo

Jalan PB.Sudirman No.1 Telp. (0338)671916

Situbondo

Sehubungan dengan terjadinya : Jual beli / Waris / Hibah/
PBB sebagai berikut:
B NATCr s B iR
Alamat : BLogd Tirmup . 2/

Letak obyek pajak: ﬁmﬂa/—‘/ﬁa/{ ...... 2-" ( BLOR Oj g

Menjadi
A SRR T TR
Ot . KL Bloko Tk - [ Bloko
2. Nama
Alamat MR e R R L e e
3. Nama Bl =i s Be o b det i
Alamat

Untuk Proses lebih lanjut bersama ini kami sertakan fotokopy :

1. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya;

SPPT dan Tanda bukti pembayaran (STTS) tahun terakhir;
3. Salah satu surat tanah atau bangunan, antara lain;

- Sertifikat Tanah

- Akta Jual beli

- Akta Hibah/waris

- IMB (lzin Mendirikan Bangunan)

- Surat keterangan Dari Lurah / Kepala Desa;

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih

ATREE R, . 225702 LS.

Bemohon

SUBRAMI
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J. SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak)

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

: ! B.DATA LETAK OBJEK PAJAK . | ! _
6. NAMA JALAN E 7.BLOK / KAV / NOMOR

ifielojelol IZ0NRIN 120 ] T TTEL] T T 8T T [ TTT 1]

8. KELURAHAN / DESA 9.RW  10.RT
AR s -AnSRRT RESEEE o] ol 2]

- Fah : gt o C. DATA SUBJEK PAJAK .- ‘- i L S RO !
11. STATUS 1. Pemilik DZ. Penyewa DS. Pengelola I:I4. Pemakai B& Sengketa
12. PEKERJAAN D1. PNS *) Dz. ABRI *) Ds. Pensiunan *) D4. Badan le Lainnya

el B PRI TR LT EE Ll ete e T T
[«lrl lelcloTelol Trlelplalel T T T T T T T CLI T T TTITITTT]
ool I TTTIITIIIT I [kl PPE

20. KABUPATEN /

Ul 7o g ool 11 I T T T T T T1]

21. NOMOR KTP

[7iA 1]z [Pl [/Irole[2 18 bdolé]

D. DATA TANAH

zimstanan | 1| 2[o]€]
(M2)
24. JENIS TANAH @1. Tanah + Dz. Kavling |:|3. Tanah |:|4. Fasilitas

Bangunan Siap Bangun Kosong Umum
Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan
SiT1.1/714

Dilanjutkan di halaman berikutnya
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: : ' | E.DATA BANGUNAN
25. JUMLAH BANGUNAN D:D
F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan
yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2011,
28. TANDA TANGAN

26. NAMA SUBJEK PAJAK/ 27, TANGGAL
KUASANYA
(URYA D 23 —0% - 2pi"

- Dalam hal ini betindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan
- Dalam hal Subjek Pajak mendaflarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan SketDenah Lokasi Objek Pajak
- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Perda No.19 Tahun 2011 Pasal 9 ayat 2

G. IDENTITAS PENDATA PEJABAT YANG BERWENANG

SKET / DENAH S| OBJEK PAJAK

J Ut to
R e N

B

P SAROIY D

v it

- SARDIYO

4 /VS‘AAV « & Ceer,
%’71 Cux, V2 7% AL Coars s

ntoh Penggambaran

KETERANGAN:

- Gamnbarkan sket/denah lokasi objek pajak

(tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/
jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang
mudah diketahui oleh umum.

- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara,
selatan, timur dan barat.

Jalan Pb. Sudirman

Budi

JI. Wr. Supratman
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K. LSOP (Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak)

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

[NnFnrmulir LI[|]I!|‘[!

1. JENIS TRANSAKSI D 1. Perekaman Data M 2. Pemutakhiran Data D 3. Penghapusan Data
[[] # Peniaian Individual
PR DTIl KEC KEUDES BLOK  NO.URUT  KODE 3. JML BGN I T ]
2. NoP Gkl (12 B [EeR] R0 [k 2 soncke [ ]]
; L. IDENTITAS OBJEK i "
5. JENIS PENGGUNAAN  [V]1. Perumahan [J2. Perkantoran [J3. Pabrik
BANGUNAN [J4. TokoiApotik/Ruko [J5. RS/ Kiinik [[16. Otahragairekreasi
[J7. HotelrRestorwisma []8. Bengkelgudang [J9. Ged. Pemerintah
[J10 Lain-tain []11 Bang tidak kena pajak [112 Bang. Parkir
[113 Apartemen / kondominium []14 Pompa Bensin (kanopi) []15 Tangki Minyak
[C]16 Gedung Pertemuan
6. KONDISI UMUM [[J1. sangat Baik [J2. Baik [V]3. sedang [J4. Jelex
7. THN.SELESAIBANGUN [ [ T ] 8. TAHUNRENOVASI [T 1 [ ]
Il. DATA KOMPONEN UTAMA :
9. JUMLAH LT. BANG [BIT] (Tidak termasuk Basement) 10 JUML. LT. BASEMENT [ ]
11 LUAS BANGUNAN PRI T i 1] 2 me 12LUASLT BASEMENT [T T T[] m2
(selain basement)
13 KONSTRUKS! []  Baja [] Batubata [J eeton [0 Kayw
Ill. DATA KOMPONEN MATERIAL
14. MATERIAL [CJ6ypsum str [JGyesum str
DINDING DALAM Import Bsm Lokal Bsm 1/2 batu Bsm
[JTnpleks B Str [JPtywood Str
Bsm Bsm
15 MAIERIAL [Jaca Jumi, Lt E[]:l [JPasceicon  Juml. Lt D:D
DINDING LUAR [lras 12 batu somi. Lt Bl [Joeton wmi [T 1]
[Jseng Jumi. Lt E[D ray Juml. Lt [D:I
16. PELAPIS [Jkaca Jumi. Lt Str. [Jwan Jumi. Lt st
DINDING DALAM Impor Bsm Paper Bsm
[[JKaca Juml. Lt Str. [JGranit Juml. Lt Str.
lokal Bsm Impor Bsm.
[CImarmer Juml, Lt Str. [Coranit Jumi. Lt str
Impor Bsm lokal Bsm.
Marmer Juml. Lt Str. Keramik Juml Lt Str
S (L] Bs- - [L1] B
[ﬁ:m Jumi. Lt Str
Bsm.
17.PELAPIS [Derani Juml. Lt [CIMarmer Jumi, Lt
DINDING LUAR Impor Impor
Fles ) sl [ e [ | | |
Marmer Jumi. Lt Kaca Juml, Lt
i CLL —ia (L]
[ JKeramik Jumi. Lt Cat Jumi. Lt
Standar
18. LANGIT-LANGIT Coyesum  sumi 1t Wl 7] [l [(asustic wmiw [T (e
[JTnplex + Jumi. Lt II[:\ Str mElemrl Jumi. Lt ED:] Bsu
Cat Bsm. Bsm
19.ATAP [Jreiat [Jcenteng [Jeenteng [JAsbes [(seng [Jcenteng [JGenteng
Beton Keramik Pres Beton Gelombang Gelombang Sirap lanan Liat
20 PENUTUP Crant Jumi Lt D]] Bsu [Imarmer Jumi Lt [D] Bsq.
LANIAI Impor Bsm Impor Bsm
Marmer Juml. Lt Str. Granit Juml. Lt Str
Dloum [:I] Bsm L okal [:D:I Bsm,
[Jxarpet Juml, Lt Str. ﬁeramk Juml, Lt Str
Impor Bsm Standar Bsm
Vinil Jurmil. Lt Str karpet Jumi. Lt Str.
= (IO B e (L] B
Lanta Juml. Lt Str. Pas Ubin Jumi. Lt Str
e (111 B L (L] B
[Jrense [)semen Jmi tt [T T

[]sr
e
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IV. DATA KOMPONEN FASILITAS

. Split | [ [ ] 1 |Uni1

w

LI ex

21. JUMLAH & DAYA
AC

a

Floor I Unit PK

D c. Central

b wicow [ T TTT Jume [T T Jex

77

. Penumpang DjUnil

22. JUMLAH LIFT

®

b. Barang EDUml

Lebar<0 8m [Dumt

23. ESKALATOR

o

b. Lebar>0.8m EDUI\"

24. PAGAR

o

ol FLLTR
c. Beton D:ED"‘

Pracetak

e BRC | m

Tinggi EDm b. Bata mm Tinggi II]
|

Tinggi EDm d. Besi ED:I:Im Tinggi
Tinggt D:]

m
25. GENSET 26 DAYA LISTRIK
KVA TERPASANG Zlwan 27.SISTEM AIR PANAS

28. 515 FENGULAHAN Aaca 29 KEDALAMAN 30 RESERVOIK
LIMBAH Tk Ada SUMUR AR | ESIS m Tok Ada
31 PROTEKSI API [Ja. Hydrant [CJc. Alarm Kebakaran 32 PENANGKAL PETIR E
ldk Ada
[CJb. Sprinkier [Ja. Interkom

33, JML. SALURAN PABX [D:DSa|

34 SISTEM TATA SUARA E]

Ada 35 VIDEO Ls (m2)
Tdk. Ada INTERKOM Jmi. Lt

a MATV Ls (m2)
Jmi. L

. @ WEER
Jmi. Lt
a. Beton
37 KOLAM RENANG b. Aspal
a. Luas i:[___DmZ ¢. Tanah Lia
b Finishing Diplester
Lgn Pelapis

PABRIK / GUDANG
40 Keling
dinding m

43.Luas 2
m

ugn. Lampu

[T lean
[T Jean
t Djﬂan

V. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN SELAIN GEDUNG

36. SISTEM TV 38. JUMLAH LAPANGAN TENIS 39. LUAS PERKERASAN

lanpa Lampu

(e e [T
Clleonll" sisosae b CTTT T

41. Tinggi 42. Lebar
kolom m bentang m

44 Lantai Daya dukung kg/m2

O bawah tanah
VI. PENILAIAN INDIVIDUAL (X1000 Rp.)

49. NILAI INDIVIDUAL

VII, IDENTITAS PENDATA | PEJABAT YANG BERWENANG *

PETUGAS PENDATA

51. TGL. PENDATAAN

52. TANDA TANGAN

53. NAMA JELAS

50. TGL. KUNJUNGAN KEMBALI .. -.-.

55. TGL. PENELITIAN

56. TANDA TANGAN

57. NAMA JELAS

54 NP CLITTTTTITTTITITI0R S | same 1

MENGETAHUI ATASAN PETUGAS PENDATA

lipe [ Ringan [C] seaang [] Menengan (] Berat [] sangat Barat
] POMPA BENSIN 45. Jumiah Kanopi I:D
P
] 'ANGKIMINYAK 46. Posisi Di atas tanan
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L. KTP Permohonan Data Baru
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M. Contoh SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)

]
i " SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG 41131 1 .
- PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2015  PEDESAAN ‘
NOP 35. 12 Q30. 004, 021-0005, #E815011510153155AR164401 /024 -
BLORD TI MURLquK OBJEK PAJAK : SATUNI NAMA FAN ALAMATWAJlB FAJAK ]
RT. OO0 RW. 00 ; BILORO TII"IUR 21 ] J
-4 BLORO RT. 000 RW. 00 : ?ijj‘\’,_‘ ?
RESUKI BLORD :
SITURONDO SITUBONDD e
NPWP . . . =. Q0D o 5 ) ;
OBJEK PAJAK LUAS (M2) KELAS NJOP PER M2 (Rp) . TOTAL NJOP (Rp) - ;
M) 210 0538 7 O RT0) PooUl. 500 ,d,
YANGUMAN 47| 031 =225, 000 10. 575. 000 Y
3
NJOP sebagal clasar pengenaan PBB = 12.076. 500
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 10. 000. 000 y
NJOP untuk penghitungan PBB ] 2. 076. 500
Tarif Dasar Pengenaan Pajak FBB ] 0. 130
PBB yang Terhutang = 2. 699 )
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 5. 000
LLIrA RIBU  RUPIAH £y
TGL JATUHTEMPO 30 NOV 2015 STUBONIG nagy U2 PEB 2015
TEMPAT PEMBAYARAN : iy PALA DINAS ' )
mabin GATIM CAPEM DESUKI %
"'m" ‘vo
De4d HJ TRI \.“ ETIANINGSIH, MM
- N P 196607 "31‘:?‘?4032005
2NN AN R S
Diterima tgl
NAMA WP ‘SATUNI B SIR T et
Letak Objek Pajak : Kecamatan [FSUIKIT
Desa/Keluraham} | (R D)
NOP 135, 12, 030, Q04 02 ( )
SPPT Tahun/ : E P Nama Terang

0000
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N. Contoh Sertifikat Kepemilikan Tanah

ER-OvINST b

. KABUPATEN./ K0%A

KECAMATAN" -

GRF / REEURATEAN. 7
DESA/ AR

} BEFAT

o

3 st g ETa
KANTOR PERTANAHAN o R

ORI RU G

N 208 .

KABUPATEN / KOTX A /
SITUBONDO

t l=]eld]

[PEFFPELTE]
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Deszl | ¥eek: BIOI‘O 2

PEN,D_AF‘T'ARAN‘- PERTAMA

1. Daftarlsian'202
i Sutat Keputusa.nl

: : hal
A Permohon'm Pmee&hmf ity

dj DASAR PENDAFTARAN

Tgl.27-08-2013.
; »;N0'19311’B‘;1 ‘_
Tel =
,NG‘ PR

Tgl berakhlrnyahak y :
Tanggal lahir / slete-pendirian-
_Letak Tanah
©) ASAL HAK g) PEMBUKUAN
st Al - 00
g KOIWBISl /Pengakuan Hak Slt}]l")OﬂdO, Al 0cT ;
' Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kets~
2. Pembertanrhele - R Situbondo..... ...
g

ttd

.. BAMBANG SUTJAHJO, SH

| PemsaimJ—Penggebuagan-b&dmg
- Telig.03-2013 =
Nojqs0
’e)‘“'sURATUKUR g

N T 220820130 T
No.37/BLORO/2013
Luss. 206 M2,

NIP R i
g "h) PENERBITANSERTIPlKAT iy
Fta Srtubondo 31 UI‘,T LU

: Kep_a]a Kanmr Pertanaﬁan
- Kabupaten / Keta~

o
i
!

i) PENUNJUK .

: Leler, € No. 1270/62/D I Luas 250 M2 An.SURYAMI. Sesuai Surat Keterangan Riwayat
Tanah Tgl 01- 11-2011. No. 27/XU/2011, Akta Jual Beli. Tgl 01-11-2011. No. 1507/JB/X1/2011.
Dibuat Oleh : HAREK, Sarjana Hukum. Pengumuman Tgl 12-06-2013 No. 1212
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Daftar Tsian 302 tgl.

:

Daftar Isian 307 tgl

Tang’gz'il Penomo

ran S_ugait Ukaur
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P. Undang-Undang peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014

BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA T]IIMUIR

PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR /9 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SERTA PEMELIHARAAN DAN PEMUTAHIRAN BASIS DATA
SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP)

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBO NDq,

bahwa guna meningkatkan potensi Pajak Bumi ‘dan
Bangunan dan akuntabilitas kinerja dengan memberikan
pelayanan prima dan memberikan rasa adil kepada wajib
pajak serta mempertimbangkan jperkembangan keadaan dan
ekonomi terkini, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penilaian Objek Pajaki Bumi dan Bangunan Serta
Pemeliharaan dan Pemutahiran Basis Data Sistem
Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).

s

Jalan PB Sudirman Nomor 1, Situbondo, Provinsi Jawa Timur
Telepon (0338) 671161 Email : info@ pemgdasitubondo.go.id

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang
Ketentuan Umum dan Tata /Cara Perpajakan (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3984);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4 189);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Lentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4844},

85


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Menetapkan :

10.

11.

Undang-Undang Nomor 28 ;‘Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun ZTOOS Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah NOm{)r 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179);

. Peraturan Menteri Dalam N{egeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupateh Situbondo Nomor 3 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 19 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

PEDOMAN PENILAIAN OBJEK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN SERTA PEMELIHARAAN DAN PEMUTAHIRAN
BASIS DATA SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK
PAJAK (SISMIOP)
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_BAP!

KETENTUAN UMUM

Pa's#ll

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

18
2,
3

10.

1 18

12,

Daerah adalah Kabupaten Situbondo

Bupati adalah Bupati Situbondo.

Dewan Perwakilan Rak-){at Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD, adalah PPRD Kabupaten Situbondeo.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Situbondo. |

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo.

Dinas  Pengelolaan iKeuangan Daerah, yang
selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupi;ten Situbondo.

Kepala Dinas adalah | Kepala Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo;
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
menurut asas otonomi d{a.n tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluastluasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesdtuan Republik Indonesia
sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penilai Pajak Bumi dan; Bangunan yang selanjutnya
disebut Penilai PBB, adglah Pegawai Negeri Sipil yang
mempunyai latar belakahg pendidikan formal sebagai
penilai pajak bumi dan bangunan yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
pendataan dan penilaian pajak bumi bangunan.

Penilaian _Pajak Bumj dan Bangunan, adalah
rangkaian kegiatan UnfQk menentukan Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP) yang akan dijadikan dasar sebagai
pengenaan pajak dengan menggunakan pendekatan
data pasar, pendekatan biaya dan pendekatan
pendapatan. :
Penilaian Individual,adalah penilaian terhadap objek
pajak dengan cara memperhitungkan semua
karakteristik dari setiap objek pajak yang mempunyai
karakter khusus.

Penilaian Massal, adalah penilaian yang sistematis
untuk sejumlah objek pdjak yang dilakukan pada saat
tertentu secara bersarhaan dengan menggunakan
suatu prosedur standar yang dalamhal ini disebut
Computer Assisted Valuation (CAV).
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13. Pendekatan Biaya, adalail'l cara penentuan Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP) dengan menghitung seluruh biaya
yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak
tersebut pada waktu pénilaian dilakukan dikurangi
dengan penyusutannya. :

14. Pendekatan Data Pasar adalah cara penentuan Nilai
Jual Objek Pajak (NJOP) dengan membandingkan
objek pajak yang akan dtilai dengan objek pajak lain
yang sejenis yang telah diketahui harga jualnya,
dengan memperhatikan | antara lain faktor letak,
kondisi fisik, waktu, fasilitas, dan lingkungan.

15. Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan,adalah, cara
penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan
mengkapitalisasi pendapatan bersih 1 (satu) tahun
dari objek pajak tersebut.,

16. Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Pajak adalah
kontribusi wajib kepada|Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badﬁn yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

17-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
adalah pajak atas bumj dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha peérkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.

18.-Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah
dan perairan pedalaman serta laut wilayah
kabupaten/kota.

19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam
atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau
perairan pedalaman dan/atau laut.

20. Basis Data adalah kumpulan informasi objek dan subjek
Pajak Bumi dan Bangunan serta data pendukung lainnya
dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan tertentu
serta disimpan dalam media penyimpan data.

21. Pemutakhiran Basis Data (Up Dating) adalah
pekerjaan yang dilakukan untuk menyesuaikan data
yang disimpan di dalam basis data dengan data yang
sebenarnya di lapangan.

22.Blok adalah Zona geografis yang terdiri dari
sekelompok objek pajak yang dibatasi oleh batas alam
dan/atau  buatan  manusia yang  bersifat
permanen/tetap, seperti jalan, selokan, sungai dan
sebagainya untuk kepentingan pengenaan Pajak Bumi
dan Bangunan dalam satu wilayah administrasi
pemerintahan desa/kelurahan. Yang penentuan batas
bloknya tidak terikat kepada batas RT/RW dan
sejenisnya dalam satu desa/kelurahan.
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[

- Data Harga Jual adalah Datafinformasi mengenal jual

beli tanah danfatau bungunan yang  didapat dari
sumber pasar dan m.nrnil_}cr lainnya seperti Camal
PPAT, Notaris PPAT, aparat desa/kelurahan, iklan
media cetak, dan lain-lain

24. Nomor Objek Pajak ;_ldalainh Nomor Identifikasi Objek
Pajak (Lermasuk objek yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud dalam pasal ?? ayal (3] Undang-undang
Nomor 28 tahun 2009) ving mempunyai karakteristik
unik, permanen, :\;Lun(laré dengan satuan blok dalam
salu wilayah administrisi pemerintahan
desa/kelurahan.

25, Nilai Indikasi Rata-rate adalah Nilai pasar rata-rata
vang dapat mewakili nilai tmah dalam suatu zona
nilai tanah, :

26. Objek Acuan adalabh Soatu objek yang mewakili, dari

scjumlanh objek vang sdrupa/scjenis yang nilainya

telah diketahu, dan b ber

1gsi o sebaga objek
acuan  dalam  melakukan  penilaian objek  khusus
secara individual,

27. Zona Nilai Tanah (ZNT) adalah Zona geogralis yang
terdiri atas sckelompok objek pajak yang mempunyai
salu nilai indikasi rata-rata yang dibalasi oleh batas
penguasaan/ pemilikon nlij(:l{ pajak dalam satu satuan
wilavah  administrasi pomerintahan desa/kelurahan
tanpa terikat pada bhatas Blok.

28. Nilai Jual Objek Pajak, vang sclinjutnya disingkat NJOP,
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi Jual
beli yang terjadi secara wajir, dan bilamana tidak terdapat
transaksi  jual  beli,  NJOP  ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang scjenis, atau
nilai perolehan baru, atau NJOP pengeanti,

29, Wajiby  Pajak Bumi dan  Bangunan  Pedesaan  dan
Perkolaan adalah orang rlf;ibél(ﬁ atau Badan yvang sccara
nyata mempunyai suaiu hak  atas Bumi dan/ataug
memperoleh  mantaal atas Bumi, danfatau  memiliki,
menguasal,  dan atau o omemperoleh manfaal atas
Bangunan.

BAR 11
PEDOMAN PENILAIAN

Pasal 2

Pedoman Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Scria
Pemeliharann dan Pemutabiran Basis Data Sistem
Manajemen Informasi CGhjek Pojak, scbagaimana tersehbut
dalam  Lampiran  dan merupakon bagian  yang  tidak
werpisahkan dengan Peraturan Bupeati ini.
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stdl 3

Pedoman Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Serta
Pemeliharaan dan Pemutahiran Basis Data Sistem
Manajemen Informasi Objek Ffajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi Wajib Pajak dan
Aparat Pemerintah Pemungut Pajak dalam menentukan
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP| Pajak Bumi dan Bangunan
dan Pelaksanaan Pemeliharaan Basis Data Sistem
Manajemen Informasi Objek Pgjak Pajak (SISMIOP).

BAB III

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat rnerfngetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah  Kabupaten
Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
jpada tanggal 11 JUI "4
BUPATI SITUBONDO,

g

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 11 JUi 0{4

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

SYAIFULLAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TIAHU-N 2014 NOMOR /@
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LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo.
Tanggal : I{)JL’&; ol

Nomor _: (9  Tahun 2014

BAB I
PENILAIAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

1.1 Pendekatan Penilaian

Dalam menentukan Nilai Jual Objek Pajdk [NJ:OP) Pgjak Bumi dan
Bangunan dilakukan dengan pendekatan periilaian yaitu :

(1) Pendekatan Data Pasar

Pendekatan data pasar dilakukan dengan cara membandingkan objek
pajak yang akan dinilai dengan objek paj_at lain yang sejenis yang nilai
jualnya sudah diketahui dengan melakukan penyesuaian yang
dipandang perlu. Persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam
penerapan, pendekatan ini adalah tersedianya data jual beli atau
harga sewa yang wajar. Pendekatan data pasar terutama’ diterapkan
untuk penentuan NJOP bumi, dan untuk objek tertentu dapat juga
dipergunakan untuk penentuan NJOP bangunan.

(2) Pendekatan Biaya

Pendekatan biaya digunakan untuk penilaian bangunan, yaitu dengan
cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat
bangunan baru objek yang dinilai dan dikurangi penyusutan.
Perkiraan biaya dilakukan dengan cara menghitung biaya setiap
komponen utama bangunan, material dani fasilitas lainnya.

(3) Pendekatan Pendapatan

Pendekatan kapitalisasi pendapatan : dilakukan dengan cara
menghitung atau memproyeksikar seluruh pendapatan
sewa/penjualan dalam satu tahun dari objek pajak yang dinilai
dikurangi dengan kekosongan, biaya operasi dan/atau hak
pengusaha. Selanjutnya dikapitalisasikan dengan suatu tingkat
kapitalisasi tertentu. Pendekatan ini pada, umumnya diterapkan untuk
objek-objek komersial, yang dibangun untuk usaha/menghasilkan
pendapatan seperti hotel, apartemen, ' gedung perkantoran yang
disewakan, pelabuhan udara, pelabuhan laut, tempat rekreasi dan lain
sebagainya. Dalam penentuan NJOF, penilaian berdasarkan
pendekatan kapitalisasi pendapatan dipakai juga sebagai alat penguji
terhadap nilai yang dihasilkan dengan pendekatan lainnya.

1.2 Jenis Penilaian

(1) Penilaian Massal

Dalam sistem ini NJOP bumi dihitung berdasarkan NIR yang terdapat
pada setiap ZNT, sedangkan NJOP bangunan dihitung berdasarlgan
DBKB. Perhitungan penilaian massal dilakukan terhadap objek pajak
yang mempunyai kriteria objek standar dengan menggunakan program
komputer konstruksi umum (Computer Assisted Valuation/CAV).
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(2)

Penilaian Individual

Penilaian Individual diterapkan untuk objek pajak umum yang bernilai
tinggi (tertentu), baik objek pajak khusus, ataupun objek pajak umum
yang telah dinilai dengan CAV namun hasilnya tidak mencerminkan
nilai yang sebenarnya karena keterbatassrn aplikasi program. Proses
penilaiannya adalah dengan memperhitungkan seluruh karakteristik
dari objek pajak tersebut. Pelaksanaan pendataan dilakukan dengan
menggunakan SPOP dan LSPOP, sedangkan untuk data-data
tambahan dengan menggunakan LKOH‘] ataupun dengan lembar
catatan lain untuk menampung informasi tambahan sesuai keperluan
penilaian masing-masing objek pajak.

1.3 Objek Penilaian

(1)

(2)

(3)

4

Objek Pajak Standar

merupakan objek pajak yang memiliki jenis konstruksi dan material
pembentuk yang umum digunakan . Kriteria luas bangunan < 1000
m?2, jumlah lantai < 4 (empat) dan luas bumi < 10.000 m2.

Contoh : Rumah Tinggal Standar

Objek Pajak Non Standar

merupakan objek pajak yang tidak memenuhi kriteria objek pajak
standar. ’

Kriteria luas bangunan > 1000 m2 , juml-a!h lantai > 4 (empat) dan luas
bumi > 10.000 m2 :

Contoh : Hotel, Rumah Sakit Swasta, Mall, Kolam Renang.
Objek Pajak Semi Non Standar

merupakan objek pajak yang memiliki lq'friteria rumah mewah NJOP
bangunan = Rp.1.000.000 untuk bangunan dan untuk rumah toko
atau rumah kantor dengan NJOP keselurithan 2 Rp. 500.000.000 atau
NJOP bangunan 2 Rp.800.000/m?2'

Contoh : Rumah Tinggal Mewah, Rumah toko dan Rumah kantor
Objek Pajak Khusus

merupakan merupakan objek Pajak yarg memiliki jenis konstruksi
khusus baik ditinjau dari segi material pembentuk maupun
keberadaannya memiliki arti yang khusus. Contoh : pelabuhan udara,
pelabuhan laut, lapangan golf, pabrik, jalan tol, tower, pom bensin,
apartemen, bendungan, SPBU, usaha bidang perikanan dan lain-lain.

Penilaian Bumi

Dalam menentukan Nilai Jual Objek Pajak Bumi baik secara massal dan
individu ada beberapa tahapan pelaksanaan:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Persiapan

Standarisasi Nama Jalan/Alamat
Pengumpulan Data Harga Jual
Kompilasi Data Harga Jual

Rekapitulasi Data dan Ploting Harga Jual
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1.5

(6)
(7)
(8)
(9)

(10) Pembuatan Hasil Akhir / Laporan

9

Pembuatan Peta Taburan Data Harga Jual danBatas Imajiner ZNT
Penentuan Objek Acuan
Analisis Penentuan Nilai Indikasi Rata -{ Rata (NIR)
Pembuatan Peta ZNT / NIR Akhir

Apabila diperoleh nilai tanah yang selisihnya terhadap NIR masih
dibawah 10%, maka nilai tanah hasil penilaian secara individu yang
digunakan sebagai dasar ketetapan PBB ohjek pajak yang dinilai adalah
NIR. :

Apabila selisih nilai tanah terhadap NIR sebesar 10% atau lebih, maka
nilai tanah hasil penilaian secara individu tersebut dijadikan sebagai
bahan rekomendasi untuk penentuan NIR tahun pajak yang akan datang.

Petunjuk pelaksanaan Penilaian Bumi untuk menentukan Nilai Jual
Objek Pajak diatur dalam Peraturan Bupgti tentang Tata Cara Analisa
Penyempurnaan NIR/ZNT.

Penilaian Bangunan

(1)

2

Penilaian Bangunan dengan Pendekatan Data Pasar

Faktor-faktor yang mempengaruhi objek pajak yang dinilai dengan
diidentifikasi secara detail dan dibandinékan dengan faktor yang sama
pada data pembanding, Petugas penilai dlapat memilih minimal 3 (tiga)
data pembanding yang sesuai dari beHerapa data pembanding yang
terkumpul. Pada umumnya perbandingan yang dilakukan, meliputi
faktor : '

a. Lokasi.
Aksesibilitas.

o

Waktu transaksi.

. Jenis data (harga transaksi atau harga penawaran).
Penggunaan tanah,
Elevasi.
Lebar depan (terutama untuk objek komersil).

. Bentuk tanah.

T @ S e a0

i. Jenis hak atas tanah.
J. Luas bangunan dan lain sebagainya.:

Penilaian Bangunan dengan Pendekatar Biaya

Penilaian bangunan dilakukan dengan cara menghitung Nilai
Perolehan Baru Bangunan kemudian dikurangi dengan penyusutan
bangunan. Nilai Perolehan Baru Bangunan adalah seluruh biaya yang

_dikeluarkan untuk memperoleh/mémbangun bangunan baru.

Penghitungan Nilai Perolehan Baru Bangunan ini meliputi biaya
komponen bangunan yang meliputi komponen utama, komponen
material dan fasilitas bangunan. Biaya-biaya tersebut hendaklah
sesuai dengan tanggal penilaian dan lokasi objek pajak. Dasar
penentuan besarnya Data Biaya Komponen Bangunan ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.
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2.2

13

BAB 11 _
PEMELIHARAAN BASIS DATA|SISMIOP

Jenis Kegiatan

Pelaksanaan Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi
Objek Pajak Pajak (SISMIOP) terdiri dari :

a. Pemeliharaan Basis Data Pasif

Merupakan kegiatan pemeliharaan basis data atas dasar permohonan
/pengajuan laporan dari wajib pajak atau |sekelompok wajib pajak dan
atau laporan pejabat instansi yang terkait Sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan dalam pendaftaran dan atau pemeliharaan basis data
secara perorangan atau kolektif. Dilaksanakan pada tahun pajak
berjalan dan dapat digunakan untuk ketetapan tahun pajak berjalan
dan atau tahun pajak yang akan datang. '

b. Pemeliharaan Basis Data Aktif.

Merupakan kegiatan pemeliharaan basis data atas dasar rencana kerja
yang telah disusun oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai
dengan prosedur yang telah ditétapkan dalam pelaksanaan pendataan
secara massal. Dilaksanakan pada tahun pajak berjalan dan digunakan
untuk ketetapan tahun pajak yang akan datang.

Pemeliharaan Basis Data Pasif Secara Pero}angan

Pengajuan atau pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan
oleh Subjek Pajak dengan cara mengambil, mengisi, dan mengembalikan
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat
Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) baik yang perorangan atau kolektif
ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah atau tempat-tempat lain yang
ditunjuk. Formulir SPOP dan LSPOP baik yang perorangan maupun
kolektif disediakan dengan cuma-cuma dan pengembalian selambat
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan
LSPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya. Pengisian SPOP dan LSPOP
dalam rangka pendaftaran harus dilengkapi dengan denah objek pajak.
Contch formulir SPOP dan LSPOP perorangan atau kolektif tersebut
dalam Formulir 1, Formulir 2, Formulir 3, dan Formulir 4 dengan format
Sebagaimana tersebut dalam Lampiran. Adapun tahap kegiatan
pendaftaran adalah sebagai berikut : :

a. Pekerjan Persiapan, sebagai berikut :

(1) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah memberitahukan kepada
Camat, Lurah atau Kepala Desa setempat tentang kegiatan
pendaftaran objek pajak sebagai salah satu upaya untuk
meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;

(2) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menunjuk tempat-tempat
pengambilan dan pengembalian SPOP antara lain ;
a. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. Kantor Kecamatan;Kantor Desa/Kelurahan;

c. Tempat lain yang dianggap memungkinkan.
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(5)

(6)

14

Dinas Pengelolaan Keuangan 'Dacrjz-lh memberikan penjelasan
kepada penanggung jawab tentang tempat pengambilan dan
pengembalian SPOP dan LSPOP; i

|

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerf_#h menyerahkan SPOP dan
LSPOP dan perangkat a’dmin-isl;ra_si__liginnya (seperti tanda terima
SPOP dan LSPOP , daftar penje;%eqan, dan lain-lain) kepada
penanggung jawab tempat pengeambilan dan pengembalian
SPOP/LSPOP dengan Berita Acara Renyerahan SPOPdan LSPOP.
SPOP dan LSPOP harus diberi nompr urut terlebih dahulu dan
ditatausahakan.Contoh Berita Acara Penyerahan SPOP dan
LSPOP tersebut dalam Formulir 5

lengan format Sebagaimana
tersebut dalam Lampiran.

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menyiapkan Keputusan
Bupati untuk tahun berjalan tentang penentuan klasifikasi
besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB, khususnya yang
menyangkut NIR dan DBKB.

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan penyuluhan
kepada masyarakat tentang rencana kegiatan pendaftaran objek
dan subjek pajak.

. Pekerjaan Pelaksanaan

Pelaksanaan pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan melibatkan
. e . .
tiga unsur, yaitu petugas pada tempat pengambilan dan pengembalian
SPOP dan LSPOP, subjek pajak. Masing-masing unsur mempunyai
kewajiban sebagai berikut :

(1)

Kewajiban Petugas pada Tempat Pehgambilan dan Pengembalian
SPOP / LSPOP

a. Memberikan formulir SPOP dan LSPOP kepada subjek pajak
yang datang untuk mendaftarkan objek pajaknya;

b. Memberikan Tanda Terima Penyampaian SPOP / LSPOP
kepada subjek pajak untuk diisi dan ditandatangani;

Contoh tanda terima penyampaian SPOP dan LSPOP tersebut
dalam Formulir 6 dengan format Sebagaimana tersebut
dalam Lampiran.

c. Mencatat identitas subjek pajak dan/atau kuasanya yang
menerima SPOP dan LSPOP; Dalam hal ini kepada subjek
pajak atau .kuasanya supaya diminta menunjukkan
identitasnya (salinan KTP/SIM latau identitas lainnya yang
masih berlaku).

d. Menerima SPOP dan LSPOP yang sudah diisi, ditandatangani,
dan dilengkapi dengan data pendukungnya, yang dikembalikan
oleh subjek pajak atau kuasanya serta memberikan Tanda
Terima Pengembalian SPOP;

Contoh tanda terima pengembalian SPOP dan LSPOP tersebut
dalam Formulir 7 dengan format Sebagaimana tersebut
dalam Lampiran.

e. Mengajukan permintaan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah untuk mendapatkan formulir SPOP dan LSPOP, dalam
hal persediaan SPOP sudah tidak mencukupi.
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Kewajiban Subjek Pajak pada Pe}aksanaan Pendaftaran Objek
Pajak :

a. Mengambil formulir SPOP dan LSPOP pada tempat-tempat yang
ditunjuk;
b. Mengisi formulir SPOP 'dan LSPG)P dengan jelas, benar, dan

lengkap:serta menandatangamnya, bila peérlu dilengkapi dengan
data pendukung;

c. Dalam hal yang menjadi subjek I ajak adalah badan hukum,

maka yang menandatangani SPOP dan LSPOP adalah
pengurus/direksi;
Tanda terima SPOP dan LSPQP harus diberi penjelasan
secukupnya yang menjelaskan iapa yang menandatangani
SPOP dan LSPOP;

d.Dalam SPOP dan LSPOP dltandhtangam oleh bukan subjek

pajak yang bersangkutan, maka harus dilampiri Surat Kuasa
dari subjek pajak; :

e. Mengembalikan formulir SPOP dan LSPOP yang sudah diisi ke
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah atau tempat di mana
formulir SPOP dan LSPOP diperoleh, selambat-lambatnya 30
(tiga puluh hari) sejak tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP.

Pekerjaan Kantor

Pelaksanaan pekerjaan kantor dlbag1 beberapa tahapan antara
lain:

(1) Penelitian Data Masukan

Penelitian data masukan dimali(_ﬁudkan untuk meyakinkan
bahwa SPOP dan LSPOP serta fermulir-formulir pendukungnya
telah diisi dengan benar, uelas dan lengkap serta
ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

(2) Pembendelan SPOP dan LSPOP

a. Pembendelan SPOP dan LSPOP beserta data pendukungnya
penting sekali untuk memudahkan penyimpanan dan
pencarian kembali apabila diperlukan. Cara sederhana
namun efektif adalah dengan memasang nomor pengenal di
setiap formulir SPOP dan LSPOP yang dijilid dalam setiap
bendel yang berisi lebih kurang 100 objek pajak.

b. Setiap bendel SPOP diberi nomor yang unik, terdiri atas
enam digit dengan sistematika sebagai berikut :

1) dua digit pertama menyatakan tahun pendataan.
2) empat digit selanjutnya merupakan nomor bendel.
Contoh:

14.0001, 14.0125, 14.1450, dst.

Nomor bendel ini dapat ditulis atau dicetak kemudian
ditempatkan pada sudut kanan atas halaman muka dan
samping kiri ketebalan bendel.
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c. Setiap formulir SPOP dan LSPOP yang ada pada setiap
bendel diberi nomor berurutan |pada sudut kanan atas yang
terdiri atas sembilan digit. EnaL'n digit pertama menyatakan
nomor bendel sebagaimana |dimaksud pada angka 2,
sedangkan tiga digit terakmrlmenyatakan nomor lembar
SPOP dan LSPOP. |

Contoh :
14.0125.001, 14.0125.002, 14.4)125‘003, dst
14.0126.001, 14.0126.002, 14.0126.003, dst

Penjilidan bendel sebaiknya menggunakan kertas karton
tipis yang ditutup dengan plastik untuk melindungi dari
debu dan memperlambat kerusakan.

d. Khusus dalam rangka pemeliharaan basis data,
pembendelan SPOP dan LSPd)P dapat dilakukan setelah
perekaman data.

(3) Perekaman Data

a. Perekaman data ke dalam komputer dilakukan oleh
Operator Data Entry. Proses penerimaan dan perekaman
SPOP dan LSPOP dikoordinir oleh Operator Console.

b. Perekaman data dilaksanakan setiap hari, dan apabila
jumlah yang akan direkam cuklp banyak, perekaman dapat
dilaksanakan siang dan malam. Untuk itu perlu dibuatkan
jadwal penugasan Operator Data Entry

(4) Penyimpanan Bendel

Bendel-bendel SPOP dan LSPOP disimpan pada rak bertingkat
dan terbuka yang dapat dicapai;dari dua sisi dengan jarak
antar rak kira-kira 45 cm. Letak bendel-bendel SPOP dan
LSPOP dalam rak disusun sesuai dengan urutan nomor
bendel, sehingga memudahkan jpenempatan dan pencarian
kembali apabila diperlukan (terutama apabila ada wajib pajak
yang mengajukan keberatan). Penatausahaan bendel-bendel
SPOP dan LSPOP dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

(5) Produksi Data Keluaran

Kegiatan ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya
permintaan pelayanan dari wajibi pajak sesuai dengan kasus
yang diajukan, seperti halnya pendaftaran data baru,
perubahan data, penerbitan ‘salinan SPPT, pengajuan
keberatan dan/atau permohonan- pengurangan PBB, dan lain
sebagainya.

97


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

17
2.3 Pemeliharaan Basis Data Pasif Secara Kolektif

Pepdal‘taran dan perubahan data wajib pajak sccara kolektil yang potensi

pajaknya kecil dan kedudukannya jauh dari Dinas Pengelolaan Keuangan

Daerah, pemeliharaan basis data dapat dilakukan mclalui Kepala Desa /

Lurah dengan Lahapan sebagai berikul :

(1) Kepala Desa/Lurah menghimpun pcrubahan objek dan subjek pajak
PBBE Perdesaan dan Perkotaan ke dalam Dallar Perubahan Data Objek
dan Subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan.

[2) Mengisi formulir SPOP dan L3POP kt)l(:kli;l' tersebut dalam Formulir 3
dan Formulir 4 dengan format Scbagaimana tersebul dalam
Lampiran.

(3) Melampirkan sket lokasi bidang objék pajak yang mengalami
perubahan dengan dilengkapi nama wajilj pajak dan NOP bidang yang
berbatasan.

(4) Daltar perubahan data wajib pajak PBB Perkotaan dan Pedesaan dan
lampirannya setelah di tandatangani  Kepala Desa/Lurah dapat
disampaikan ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.4 Pemeliharaan Basis Data Aktif

(1) Penyempurnaan NIR dan ZNT

kegiatan penyempurnaan NIR dan ZNT dilaksanakan dengan tahapan

pekerjaan sebagai berikut:

a. Menentukan/mengevaluasi NIR dan  ZNT yang lerdapat dalam
suatu wilayah objek pajak dengan berpedoman pada pembuatan
NIR dan ZNT yang diatur dalam Pecraturan Bupali tentang Analisa
Penyempurnaan NIR dan ZNT;

b. Mengadakan penyempurnaan NIR . dan kode ZNT apabila
berdasarkan hasil analisa scbagaimaria dimaksud di atas temyata
terjadi perubahan dar yang welah diténtukan dalam pembentukan
basis data.

¢. Perubahan NIR dan kode ZNT dicatal pada Formulir Zona Nilai
Tanah dan Formulir Pemutakhiran Kode ZNT.

(2) Verivikasi Data Atribut

Apabila menurut perkiraan tingkat ketidakcocokan data yang ada
pada basis data dengan keadaan yang scbenarnya di lapangan dalam
suatu wilayah administrasi pemcrintahan tertentu mencapai minimal
20%, maka perlu diadakan pemeliharaan basis data melalui kegiatan
Verifikasi Data Atribut (Objek dan Subjek!Pajak).

(3) Pemeliharaan Peta Digital
Mengkonversi peta garis (analog) menjadi pela digital menggunakan
aplikasi SIG (Sistem Informasi Geogralis).

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

i u

98


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

l!'

Q. Undang- Undang No 19 Tahun 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

'Menimhang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah
daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,
untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan tersebut, diperlukan
sumber-sumber pembiayaan yang salah satunya adalah dengan pajak
daerah; >

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pemungutan pajak
daerah yang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangannya sehingga
perlu diganti;

bahwa guna maksud sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b
konsideran ini, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak
Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
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Pasal 4

(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah
Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak
atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau
memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

(2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah
Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak
atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau
memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

BAB IIT
DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN
CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
adalah NJOP.

(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap
3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan
setiap tahun sesuai dengan perkembangan.

(3) Penetapan besaran NJOP scbagaimana dimaksud apada ayat (2)
dilakukan oleh Bupati.

Pasal 6

(1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Untuk NJOP di bawah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar)
ditetapkan sebesar 0,13% (nol koma tiga belas persen).

b. Untuk NJOP mulai dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) ke atas
ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

(2) Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) setelah dikurangi Nilai Jual Objek
Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4).

BABIV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dipungut
di wilayah Kabupaten Situbondo dimana tempat Bumi dan Bangunan
Peredesaan dan Perkotaan berlokasi.

BABV

MASA DAN SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 8

(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
(2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan
objek pajak pada tanggal | januari.
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(3)

(M
@)

1
(2)

Masa pajak dimulai tanggal | Januari dan berakhir tanggal 31
Desember pada Tahun berkenaan.

BAB VI
PENDATAAN
Pasal 9

Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.

SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada
Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP
oleh Subjek Pajak.

Pasal 10
Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT.

Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai

berikut:

a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tidak
disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh
Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata
jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang
dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

BAB YV
INSTANSI PEMUNGUT
Pasal 11

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah instansi yang berwenang
memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

1
)

(8]

BAB VI
PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 12
Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan
SPPT atau SKPD.

Pasal 13

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,

Bupati dapat menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal, jika berdasarkan hasil pemeriksaan aiau
keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar:

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak
yang terutang.
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R.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

Menimbang :

a.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan
negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa
yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka
penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai
dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan
otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara;

bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan
salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan
perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan
pemberian diskresi dalam penetapan tarif;

bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah
dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan
dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas
dengan memperhatikan potensi daerah;

f. bahwa . . .
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bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan
huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat
(2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

15

Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah . . .
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10.

B

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau
walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau
bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah
kota.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan
yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah
kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala
Daerah.

Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur
dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Badan . . .
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1.

13.

[

15.

16.

17

18.

198

SR

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan
dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda
beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan
darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor
atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah
suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak
kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-
alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya
menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara
permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di
air.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas
penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat
perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan
vang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah,
warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas
penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis
bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk
kendaraan bermotor.

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan
dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada
permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang
berada di laut maupun di darat.

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang
dipungut oleh Pemerintah.

20. Pajak . . .
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45.

46,
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48.

el

50.

Bil

47

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas
tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di
atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di
bidang pertanahan dan bangunan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
dikenakan Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender
atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan
Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau
dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi,
penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek
pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya
disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

50 Suzat. ..
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S.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

BUPATI SITUBONDO

Qeav e -
PERATURAN
BUPATI SITUBONDO

NOMOR 23 TAHUN 2014 —_—

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Menimbang :

Mengingat :

KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Situbondo, perlu mengatur Uraian Tugas dan Fungsi Dinas
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok  Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);
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administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris
Daerah.

Pasal 3

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
kewenangan di bidang pendapatan, pengelola keuangan dan
aset daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan,
pengelola keuangan dan aset daerah;

b. penyusunan program di bidang pendapatan, pengelola
keuangan dan aset daerah;

c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan
APBD:;

d. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

e. penyusunan laporan keuangan dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

f. penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan atau
Perdesaan ;

g. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
h. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

i. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana
dan sarana;

j- pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum di
bidang pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah;

k. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup
Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

pengelolaan urusan ketatausahaan;
m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

.

n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Bupati.
BAB III
ORGANISASI
Pasal 5

Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah terdiri dari :

a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahi :
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(1)

(2)

(3)

109

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Bidang Pajak dan Pendapatan Daerah Lain, membawahi :

1. Seksi Pendataan Pajak dan Pendapatan Daerah Lain ;

2. Seksi Penetapan Keberatan Pajak dan Pendapatan
Daerah Lain ; dan

3. Seksi Penagihan Pelaporan Pajak dan Pendapatan
Daerah Lain.

Bidang PBB-P2 dan BPHTB, membawahi :

1. Seksi Pendataan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB ;

2. Seksi Penetapan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB ; dan
3. Seksi Penagihan dan Pelaporan PBB-P2 dan BPHTB.
Bidang Aset Daerah, membawahi :

1. Seksi Analisa dan Kebutuhan ;

2. Seksi Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan ;
dan

3. Seksi Inventarisasi dan Pengapusan.
Bidang Anggaran, membawahi :
1. Seksi Penyusunan Anggaran;

2. Seksi Belanja Hiba Bansos dan Bantuan Keuangan ;
dan

3. Seksi Pembiayaan dan Pembinaan Administrasi
Keuangan.

Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, membawahi :

1. Seksi Perbendaharaan;

2. Seksi Belanja Pegawai dan Dana Transfer ; dan

3. Seksi Akuntansi.

Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang
dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang.

BAB IV
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
KEPALA DINAS
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T. DOKUMENTASI

a. Dokumentasi pada saat permohonan pendaftaran Surat Pemberitahuan Pajak
Tahunan (SPPT)

b. Dokumentasi pada saat pengcekan Dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan
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